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MOTTO 

وَمُْ لاِلَْاَالِِ لِّا ذِ لَّْ لكَمُاَْ ل يَ لَيُّهَاَالّذَِيِيَُّْ لَّنَوهُاّْلاَ لأَْْلُوُاْ ّلّنَْاَََّمُْ ليهَنهْ
َللَاَ ليِمُْ لرَحِنْمًا لّللَّّ ۗ  ِّ ذِ ۗ  وَاَ لكهَقْتهُوُاْ ّلّنَهْفُسَمُ لْ وْمُ لْ  تَِِارةًَلعَْ لكهَرَّضٍلنِّ

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. 

An-Nisa ayat 4 : 29)
1
 

  

                                                 
1Al-Quran Kemenag http://quran.kemenag.go.id/ 

 

http://quran.kemenag.go.id/
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ABSTRAK 

Pada praktik jual beli tiket kereta api hal ini termasuk dalam 

akad Ijarah Maushufah Fi Dzimmah, dimana pada praktiknya 

akad sewa menyewa dengan manfaat atau jasa yang menjadi 

objek akadnya belum hadir saat akad dibuat, tetapi hanya 

dijelaskan sifat-sifatnya dan ketentuannya sehingga menjadi jelas 

bagi pihak penyewa. Dalam praktik pembatalan tiket kereta api 

terdapat pembulatan atas dana yang didapat konsumen setelah 

proses pembatalan, hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara 

praktik pengembalian dana hasil pembatalan tiket dengan konsep 

ijarah dalam Hukum Islam. 

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik 

pembulatan pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun 

Semarang Poncol dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pembulatan pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun 

Semarang Poncol. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normative-empiris, 

menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis 

permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan- 

bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.  

Data lapangan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan 

pihak KAI dan calon penumpang atau konsumen yang melakukan 

praktik pembatalan tiket kerta api. Untuk mengumpulkan data 

penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpulkan dianalisis 

dengan metode deskriptif kualitatif 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, praktik pembatalan 

tiket kereta api diawali dengan transaksi pemesanan tiket kereta 

api di Stasiun Semarang Poncol yang terdapat dua cara 

pemesanan yaitu dengan cara online melalui aplikasi KAI Access 

dan offline dengan datang langsung ke loket pembelian tiket di 

stasiun. praktik pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun 

Semarang Poncol dimana jika didalamnya terdapat pembulatan 

dalam dana hasil pembatalan setelah dikurangi 25% 

diperbolehkan dalam Hukum Islam. Dimana pada dasarnya setiap 
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orang yang berakad diperbolehkan untuk melakukan praktik akad 

ijarah selagi sudah memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati 

sebelumnya, serta bukan termasuk transaksi yang terlarang oleh 

sebab orang yang berakad dan sighat dan terdapat unsur saling 

rela jika dalam proses pembatalan terdapat pembulatan 

didalamnya. 

Dalam hal ini telah melanggar Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor.35?M-

DAG/PER/7/2013 Pasal; 6 ayat (3) dimana menurut peraturan 

tersebut selama masih ada kembalian dalam nominal uang 

pecahan yang masih beredar maka pihak usaha wajib 

mengembalikan kepada konsumen. Kemudian jika terdapat 

pembulatan pihak usaha wajib memberikan informasi kepada 

konsumen. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Ijarah, Pembatalan, Pembulatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang 

sudah ada sejak zaman dulu, hal ini dilakukan agar 

manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Kegiatan jual beli ini sudah dilakukan oleh manusia sejak 

zaman sebelum dikenal alat tukar yang disebut mata uang 

atau alat yang berfungsi sebagai alat pembayaran, dimana 

dahulu manusia melakukan kegiatan jual beli dengan 

sistem barter, dimana dalam perekonomian barter ini 

model transaksinya dilakukan dengan cara 

mempertukarkan barang dengan barang.
2
 Barter sendiri 

adalah sebuah kegiatan saling menukar barang dengan 

barang atau jasa dengan jasa, jual beli model barter pada 

zaman dahulu dilakukan hanya di pasar. Seiring dengan 

berjalannya waktu, alat pembayaran jauh lebih efektif dan 

efisien sesuai dengan kebutuhan orang-orang dimasa 

moderrn seperti ini. Dimana orang-orang berbelanja tidak 

perlu membawa uang dalam jumlah banyak, tetapi cukup 

dengan membawa kertu kecil yang disebut kartu kredit 

(credit card).
3
 

Pada saat ini, semakin padatnya aktivitas yang 

dilakukan manusia menuntut untuk lebih pandai dalam 

                                                 
2 Ressi Susanti, Sejarah Transformasi Uang dalam Islam, Journal 

Of Islam and Plurality, (Volume 2, Nomor 1, Juni 2017), 33-34 
3 Ibid. 
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mengatasi hal ekonomi. Khususnya dalam hal 

tarnsportasi, sampai saat ini transportasi yang banyak 

memudahkan bagi pegawai, pengusaha, mahasiswa dan 

masyarakat umum untuk beraktivitas yang mengharuskan 

pergi antar kota adalah Kereta Api. Transportasi Kereta 

Api merupakan transportasi yang berada dibawah 

naungan PT.KAI. PT. KAI (Persero) adalah suatu Badan 

Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur dan 

mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia, baik jasa 

angkutan barang maupun penumpang dengan tujuan 

memperlancar transportasi manusia atau barang.
4
  

Dalam perjanjian jual beli antara penjual dan 

pembeli tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik-

baik saja, bahkan tidak jarang ketika dalam proses jual 

beli terdapat masalah antara penjual dan pembeli. Salah 

satu masalah yang sering muncul dalam bidang 

transportasi kereta api diantaranya yaitu pembatalan tiket 

kereta api yang telah di booking sebelumnya atau banyak 

yang mengubah jadwal keberangkatan. Dalam hal ini PT 

Kereta Api menyediakan layanan pembatalan tiket yang 

bisa langsung diakses oleh calon penumpang melalui 

online lewat aplikasi maupun datang langsung ke stasiun 

yang dituju, dengan cara menunjukan tiket yang akan 

diproses pembatalan dan kartu identitas asli dan 

mengikuti semua prosedur pembatalan tiket. Dalam hal 

batal pembeli, jika calon penumpang mengurus 

                                                 
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 

Tentang Perkeretaapian 
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pembatalan sesuai prosedur maka akan mendapat 

pengembalian dana dengan dipotong 25% dari harga 

tiket. Kemudian layanan Batal Petugas merupakan salah 

satu jenis layanan dari PT Kereta Api bagi calon 

penumpang yang mengalami masalah pada tiket yang 

diterima seperti tiket yang salah cetak formulir yang 

berbeda dengan formulir yang diisi ketika melakukan 

pembelian tiket, ketika calon penumpang mengalami hal 

tersebut maka dapat memproses pembatalan dengan cara 

batal petugas. Dalam hal ini calon peumpang yang 

mengalami kejadian seperti ini maka pengembalian dana 

yang didapat 100% dari harga tiket dan petugas yang 

melakukan kesalahan tersebut akan mengenai teguran 

dari pihak KAI.
5
 

Dalam peraturan Undang-Undang Republik 

Indonesia No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

Pasal 134 ayat (3) dijelaskan bahwa :  

“Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan 

keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan 

sebagaimaan dijadwalkan melapor kepada Penyelenggara 

Sarana Perkeretaapian, maka akan mendapat 

pengembalian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

harga tiket.”
6
 

                                                 
5 Andre Setiawan, Costumer Service Stasiun Semarang Poncol, 

Hasil Wawancara, 21 Juni 2022 
6 Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
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Undang-undang diatas dijelaskan mengenai 

pengembalian dana yang diperoleh oleh seseorang yang 

membatalkan tiket kereta api yang telah dipesan 

sebelumnya dengan pengembalian dana sebesar 75%. 

Sedangkan dalam situs resmi KAI, disebutkan beberapa 

Syarat dan Ketentuan bagi para calon penumpang kereta 

api khususnya mengenai Pembatalan Tiket, salah satunya 

yaitu : 

1. Dalam proses pembatalan tiket, dikenakan biaya 

pembatalan sebesar 25% dari tarif tiket Kereta Api 

diluar biaya pemesanan atau pemotongan 25% dari 

harga tiket yang telah dibayar. 

2. Pengembalian biaya dilakukakn setelah hari ke-30 

melalui transfer atau diambil tunai di stasiun yang 

ditunjuk.
7
 

Dalam Islam, suatu pembatalan biasa disebut 

fasakh. Fasakh sendiri adalah terlepasnya suatu ikatan 

akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya.
8
 Apabila 

suatu barang yang menjadi suatu objek jual beli dan 

terjadi pembatalan jual beli maka salah satunya akan 

dirugikan. Apabila pembeli membatalkan jual beli, 

sebaiknya penjual menerima barang dan mengembalikan 

harga dengan ikhlas. Hal tersebut disebut pembatalan jual 

beli (iqalah), yaitu membatalkan transaksi dan 

                                                 
7 https://www.kai.id/corporate/passenger_sevices/0 , diakses 

tanggal 7 Juni 2022. 
8 Abdul Hayyie al-Qatani, Fiqh Islam Wa Abdillatuhu, (Jakarta : 

Darul Insan, 2007), 350.  

https://www.kai.id/corporate/passenger_sevices/0
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kembalinya kedua orang yang melakukan transaksi 

dengan sesuatu miliknya, boleh dengan lebih sedikit atau 

lebih banyak darinya. Dalam Fiqh, ketika terjadi 

pembatalan dalam suatu muamalah, terdapat ketentuan 

ujrah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang 

kepada orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. 

Dalam hal jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya 

harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
9
 

Dalam kasus pembatalan tiket kereta api yang telah 

dibooking sebelumnya tentu boleh dengan persyaratan 

yang telah ditentukan, yaitu proses pembatalan transaksi 

tiket kereta api  bisa dilakukan secara online atau datang 

langsung ke Stasiun tertentu, dalam proses pembatalan 

dilakukan minimal 30 menit sebelum keberangkatan 

kereta api sesuai jadwal yang tercatat dalam tiket. Dalam 

hal ini, sesuai SOP jika melakukan pembatalan maka 

uang yang akan dikembalikan terdapat potongan sebesar 

25% untuk bea pembatalan. Tetapi pada praktiknya, 

penulis melakukan observasi langsung dengan membeli 

tiket kereta api dengan rute perjalanan dari stasiun 

Semarang Poncol ke stasiun Pemalang dengan harga tiket 

Rp.70.000. Kemudian penulis ingin membatalkan tiket 

yang telah dibeli, maka langsung mengurus pembatalan 

tiket ke staisun Semarang poncol dengan mengikuti 

prosedur yang diarahkan petugas. Jika dihitung, dengan 

                                                 
9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No:101/DSN-MUI/X/2016 tantang Akad Al-Ijarah Al-Ma Ushufah Fi Al-

Dzimmah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2016. 
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harga tiket Rp.70.000 dan setelah dilakukan proses 

pembatalan dipotong 25% dari harga tiket, harusnya dana 

yang didapat sejumlah Rp.52.500. Tetapi pengembalian 

dana dari proses pembatalan tersebut hanya sejumlah 

Rp.52.000. Hal tersebut tentu terdapat kerugian dari pihak 

konsumen, karena konsumen tidak menerima 

pengembalian dana sesuai dengan nominal yang 

seharusnya. Hal ini menyebabkan banyak keluhan dari 

masyarakat, karena selain tidak jelasnya nominal yang 

didapat, lalu jika ingin mengurus pembatalan tiket kereta 

api, ada banyak proses yang harus dilakukan calon 

penumpang, jika sudah selesai mengurus pembatalan pun 

uang pengembalian tidak langsung dikembalikan tetapi 

pihak konsumen harus menunggu waktu 30 hari sampai 

45 hari dari proses pembatalan tersebut. Oleh karena itu 

banyak calon penumpang yang memilih tidak mengurus 

pembatalan dan harus mengikhlaskan tiket yang sudah 

dibeli menjadi hangus.
10

  

Dalam Islam, ketika melakukan sebuah transaksi 

tentunya sudah sangat jelas mengenai peraturan dimana 

hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 

Dimana didalamnya terdapat peraturan prinsip transaksi 

dengan saling rela antar keduanya, dan jika terdapat 

permasalahan ketika dalam kegiatan transaksi seperti 

ketidaksesuaian antara barang yang duterima dengan 

                                                 
10 Alfi Nur Fadila, Observasi Langsung, dilakukan pada tanggal 21 

Juni 2022. 
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kesepakatan diawal perlu adanya penyelesaian sesuai 

dengan Hukum Islam. Dalam permasalahan diatas dimana 

terdapat kasus pembatalan tiket kereta api dengan 

pengembalian dana yang tidak sesuai yaitu yang 

seharusnya konsumen peroleh dari dana pengembalian 

setelah dipotong 25% dari harga tiket sebesar Rp.52.500 

tetapi yang didapat oleh konsumen hanya sebesar 

Rp.52.000. Hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara 

praktik pengembalian dana hasil pembatalan tiket dengan 

konsep ijarah dalam Hukum Islam. Dalam ijarah telah 

dijelaskan mengenai ketentuan terkait Ujrah atau upah 

dimana salah satunya yaitu “Jumlah ujrah dan mekanisme 

perubahannya harus ditentukan berdasarkan 

kesepakatan”.
11

 Oleh karena itu hal tersebut perlu diteliti 

lebih lanjut agar permasalahan tersebut sesaui dengan 

ketentuan Hukum Islam. 

Dalam sebuah penelitian tentunya harus terapat 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian ini terdapat perbandingan dengan penelitian 

terdahulu dimana penelitian tersebut yang ditulis oleh 

Fawaid dengan judul Pembatalan Tiket Jasa Transportasi 

Kereta Api Dan Perubahan Jadwal Dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. Dimana perbedaan yang 

terlihat dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

dalam fokus penelitian. Dalam penelitian karya Fawaid 

fokus penelitian hanya di pembatalan tiket dan perubahan 

                                                 
11 Dr.Andri Soemitra, M.A., Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh 

Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2019), 125. 



8 
 

 

 

jadwal, sedangkan peneitian yang penulis akan teliti lebih 

fokus dalam pembulatan dana hasil pembatalan tiket 

kereta api. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian 

ini para pihak yang terlibat dalam kasus pembatalan tiket 

menjadi lebih paham akan adanya peraturan yang 

berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang muncul 

berupa ketidaksesuaian antara praktik pengembalian dana 

dalam proses pembatalan tiket di KAI dengan konsep 

Ijarah dalam Hukum Islam. Untuk itu, peneliti tertarik 

mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Aduan Konsumen Tentang 

Praktik Pembulatan Pembatalan Tiket Kereta Api (Studi 

Kasus Stasiun Semarang Poncol)”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa 

pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam 

skripsi ini. Adapun pokok permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik pembulatan pembatalan jual beli 

tiket kereta api? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pembulatan pembatalan jual beli tiket kereta api? 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas 

maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menganalisis bagaimana praktik pembulatan 

pembatalan jual beli tiket kereta api 

2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap pembulatan pembatalan jual beli tiket 

kereta api.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari 

penulisan skripsi ini diantaranya, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penulis berharap hasil 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

keilmuan, khususnya dalam hal perlindungan 

konsumen tentang pembatalan tiket kereta api. Serta 

dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk Penulis  

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun 

wacana keilmuan tentang tinjauan hukum islam 

terhadap pembulatan pembatalan tiket kereta api. 

b. Untuk Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan membantu 

masyarakat khususnya untuk calon konsumen 

yang melakukan pembatalan tiket dan dapat 

memahami permasalahan yang ada yaitu 

mengenai pembatalan tiket jasa transportasi 
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kereta api, agar nantinya masyarakat lebih sadar 

mengenai kasus pembatalan tiket kereta api. 

c. Untuk Pihak KAI 

Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan 

pertimbangan dalam menerapkan peraturan yang 

berlaku di KAI. Dan agar lebih memberikan 

pemahaman lebih kepada calon penumpang yang 

melakukan proses pembatalan tiket kereta api. 

E. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-

teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan 

dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Tujuan 

dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk 

memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan 

membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada 

dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Disini 

peneliti akan membahas lebih spesifik terhadap Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Aduan Konsumen Tentang 

Praktik Pembulatan Pembatalan Tiket Kereta Api Studi 

Kasus Stasiun Semarang Poncol. Dengan demikian ada 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi 

diatas, diantaranya :  

No Penulis Judul Hasil Perbedaan 

1. Tommy 

Sambahar 

Matondang 

Tinjauan 

Yuridis 

Terhadap 

Pembatalan 

Perlindung

an hukum 

bagi 

konsumen 

Perbedaan 

terletak 

pada 

peraturan 
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Tiket 

Kereta Api 

Akibat Dari 

Pandemi 

Covid-19 

(Studi Pt. 

Kai 

Medan) 

terhadap 

pembatalan 

tiket kereta 

api akibat 

Pandemi 

Covid 19, 

PT. Kereta 

Api 

Indonesia 

mengembal

ikan uang 

tiket secara 

penuh yaitu 

100 persen 

kepada 

konsumen 

atas 

pembatalan 

tiket yang 

terjadi. 

yg diatur 

dalam 

fokus 

penelitian. 

2. Putri 

Humaira 

Sistem 

Refund 

Pada 

Pembelian 

Tiket 

Penerbanga

n Dalam 

Penetapan 

refund tiket 

pesawat 

belum 

sepenuhnya 

sesuai 

dengan 

Perbedaan 

terletak 

pada obyek 

penelitian. 



12 
 

 

 

Perspektif 

Akad Al-

Ijarah Bi 

Al-

Manfa‟ah 

akad 

ijārahbilal

manfa‟ah 

dimana 

konsumen 

tidak 

mendapatk

an biaya 

tiket yang 

telah 

dibatalkan 

akan tetapi 

pihak travel 

yang 

mendapat 

manfaat 

dari 

pembatalan 

tiket 

tersebut. 

 

3. Fitri 

Roshadina 

Pengenaan 

Bea 

Pembatalan 

Dan Bea 

Administra

si Tiket 

Pihak KAI 

tidak 

memenuhi 

unsur-unsur 

ketentuan 

kontrak 

Perbedaan 

terletak 

pada obyek 

penelitian. 
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Kereta Api 

Dalam 

Tinjauan 

Hukum 

Islam 

(Studi 

Kasus Di 

Stasiun 

Tugu 

Yogyakarta

) 

baku yang 

seharusnya 

dari segi 

penulisan 

klausula. 

4. Farahdita 

Dyatma 

Shafiradini 

Tanggung 

Jawab 

Xpress Air 

Terhadap 

Penumpang 

Atas 

Pembatalan 

Penerbanga

n (Studi 

Kasus 

Pembatalan 

Tiket 

Xpress Air 

Nomor 

Tiket 

:999000729

Bentuk 

tanggung 

jawab 

badan 

usaha 

angkutan 

udara yang 

melakukan 

pembatalan 

tiket secara 

sepihak 

menurut 

hukum 

positif 

adalah 

dengan 

Perbedaan 

terletak 

pada obyek 

penelitian. 
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5760) pemberian 

kompensasi 

dan ganti 

rugi berupa 

mencarikan 

alternatif 

penerbanga

n lain atau 

pengembali

an seluruh 

biaya tiket 

(refund 

ticket). Jika 

tidak 

terlaksana 

maka 

penumpang 

dapat 

menggugat 

pihak 

badan 

usaha 

angkutan 

udara 

berdasarka

n 

wanprestasi 
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5. Fawaid Pembatalan 

Tiket Jasa 

Transportas

i Kereta 

Api dan 

Perubahan 

Jadwal 

Penumpang 

Perspektif 

Hukum 

Ekonomi 

Syari‟ah 

Pembatalan 

tiket jasa 

transportasi 

kereta api 

diperbolehk

an oleh 

syara‟ 

karena 

akad dalam 

transaksi 

jual beli 

tiket 

termasuk 

akad jaiz. 

Perbedaan 

erletak 

pada fokus 

penelitian 

 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Tommy 

Sambahar Matondang yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pembatalan Tiket Kereta Api Akibat Dari 

Pandemi Covid-19 (Studi Pt. Kai Medan)”. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut yaitu 

bagaimana aspek hukum yang didapat ketika terjadi 

pembatalan tiket kereta api, dimana didalamnya 

dijelaskan bahwa pada Pasal 2 Peraturan Menteri 

Perhubungan No. 25 tahun 2020 menyebutkan 

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dengan melakukan Pengendalian transportasi ini 

dilakukan termasuk pada PT. KAI yang melakukan 
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pembatalan tiket kereta api pada masa awal pandemi 

Covid 19. Adapun lokasi yang dilakukan untuk penelitian 

ini yaitu di Pt. Kai Medan.
12

  

Kedua, skripsi yang disusun oleh Putri Humaira 

yang berjudul “Sistem Refund Pada Pembelian Tiket 

Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah Bi Al-

Manfa‟ah”. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 

refund terhadap tiket penerbangan berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Udara dan jangka waktu 

pengembalian biaya tiket penerbangan oleh agen travel 

kepada penumpang serta implementasi sistem refund 

pada pembatalan tiket penerbangan dalam perspektif akad 

al-ijarah bi al-manfa‟ah. Hasil penelitian tersebut adalah 

pihak travel lebih memperhatikan kebijakan terhadap 

penetapan refund pada tiket pesawat sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan baik itu pihak travel 

maupun pihak konsumen.
13

 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Fitri Roshadina 

yang berjudul “Pengenaan Bea Pembatalan Dan Bea 

Administrasi Tiket Kereta Api Dalam Tinjauan Hukum 

                                                 
12 Tommy Sambahar Matondang, “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Pembatalan Tiket Kereta Api Akibat Dari  

Pandemi Covid-19 (Studi Pt. Kai Medan)”, Skripsi, (Medan, Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021)  

13 Putri Humaira, “Sistem Refund Pada Pembelian Tiket 
Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfa‟ah”, Skripsi 

Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019. 
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Islam (Studi Kasus Di Stasiun Tugu Yogyakarta)”. 

Masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah 

mengenai pengenaan bea pembatalan dan bea 

administrasi berdasarkan peratutan perjanjian baku, dan 

bagaimana jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam. Hasil 

penelitian tersebut adalah pihak KAI tidak memenuhi 

unsur-unsur kontrak baku yang seharusnya dari segi 

penulisan klausa, akan tetapi pihak KAI tidak melanggar 

Hukum Islam atas tujuan pengenaan bea pembatalan dan 

bea administrasi karena sebagai upaya perlindungan diri 

agar tidak dirugikan, yang disalahkan adalah tidak 

transparannya pihak KAI dalam penyampaian klausa-

klausa bakunya.
14

 

Keempat, skripsi yang disusun oleh Farahdita 

Dyatma Shafiradini yang berjudul “Tanggung Jawab 

Xpress Air Terhadap Penumpang Atas Pembatalan 

Penerbangan (Studi Kasus Pembatalan Tiket Xpress Air 

Nomor Tiket :9990007295760)”. Masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab badan 

usaha angkutan udara atas pembatalan tiket secara 

sepihak dalam hukum positif dan akibat hukum yang 

ditimbulkan terkait tanggung jawab XpressAir atas 

pembatalan tiket penerbangan menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian tersebut yaitu 

                                                 
14 Fitri Roshadina, “Pengenaan Bea Pembatalan Dan Bea 

Administrasi Tiket Kereta Api Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus 
Di Stasiun Tugu Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 

Jurusan Hukum Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014. 
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perlunya dibentuk institusi khusus untuk penertiban serta 

pengawasan terhadap badan usaha angkutan udara yang 

tidak menjalankan sanksi dan ganti rugu jika terjadi 

pembatalan tiket secara sepihak.
15

 

Kelima, jurnal penelitian yang disusun oleh Fawaid 

yang berjudul “Pembatalan Tiket Jasa Transportasi 

Kereta Api dan Perubahan Jadwal Penumpang Perspektif 

Hukum Ekonomi Syari‟ah”. Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa dalam suatu usaha bisnis sebagai 

penyedia jasa layanan transportasi, PT KAI pernah 

mengalami pembatalan tiket kereta api, dimana 

pembatalan tiket tersebut dibagi menjadi dua macam 

yaitu Batal Pembeli dan Batal Petugas. Kemudian 

dijelaskan juga mengenai perubahan jadwal 

keberangkatan dengan dikenakan bea administrasi 

sebesar 25% dari harga tiket jika ingin melakukan 

pembatalan dan perubahan tiket kereta api.
16

 

Pentingnya telaah pustaka yang dikemukakan 

diatas, bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan 

dalam melakukan penelitian yang terdahulu, tetapi 

terdapat beberapa perbedaan yaitu objek kajian yang 

berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan permasalahan 

                                                 
15 Farahdita Dyatma Shafiradini yang berjudul “Tanggung Jawab 

Xpress Air Terhadap Penumpang Atas Pembatalan Penerbangan (Studi 

Kasus Pembatalan Tiket Xpress Air Nomor Tiket :9990007295760)”. 
Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, 2020. 
16 Fawaid, “Pembatalan Tiket Jasa Transportasi Kereta Api dan 

Perubahan Jadwal Penumpang Perspektif Hukum Ekonomi Syari‟ah”, 

Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (Volume 4, Nomor 1, April 2020). 
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yang ditemukan berbeda dengan pemaparan penelitian 

diatas. Sehingga peneliti dapat meneliti lebih jauh tentang 

permasalahan pembatalan tiket kereta api sebagai bahan 

penelitian.  

F. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yaitu metode yang 

digunakan sebagai suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan yang bertujuan untuk sebuah karya ilmiah 

yang diperoleh dari suatu penelitian dan dapat mencapai 

apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan 

menggunakan metode ilmiah.
17

 Adapun jenis data dan 

pendekatan penelitian yang diperoleh penulis yaitu:  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dapat 

dikategorikan sebagai penelitian hukum. Penelitian 

hukum yang digunakan adalah normative-empiris 

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aduan 

Konsumen Tentang Praktik Pembulatan Pembatalan 

Tiket Kereta Api Studi Kasus Stasiun Semarang 

Poncol. Dimana didalamnya merupakan 

penggabungan antara pendekatan hukum normatif 

dengan adanya pembahasan unsur empiris. 

Jenis penelitian normative-empiris adalah 

penelitian hukum yang mengkaji hukum dianggap 

sebagai aturan atau norma (kodifikasi, undang-undang 

                                                 
17 Abu dan Chalid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta : 

Bumi Aksara,  1997),  37 
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dan kontrak) dan bagaimana aturan hukum tersebut 

diterapkan kedalam masyarakat. Sehingga tercapai 

atau tidak tujuan yang sesuai dengan aturan hukum. 

Jika aturan hukum tersebut tercapai maka aturan 

hukum tersebut telah terlaksana sebagaimana aturan 

yang berlaku. Namun jika aturan hukum tidak 

dilakukan sebagaimana mestinya, maka dapat 

dikatakan ketetapan normatif tidak sesuai dengan 

pelaksanaan yang dilakukan dalam praktik di 

masyarakat
18

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

memecahkan suatu rumusan masalah yaitu 

menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode 

penelitian normatif-empiris. Dimana dalam yuridis 

dapat dilihat bahwa hukum sebagai norma atau aturan 

(das sollen). Dan dalam pendekatan empiris bahwa 

hukum sebagai kenyataan sosial yang dijalankan di 

dalam masyarakat (das sein). Dalam pendekatan 

yuridis-empiris didalamnya lebih mengkaji bagaimana 

reaksi yang terjadi dalam masyarakat jika aturan 

tersebut ditetapkan. Hal ini dalam pendekatan tersebut 

agar memberi pengetahuan hukum secara empiris 

dengan cara terjun langsung pada objek penelitian.  

2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian adalah tempat dimana 

peneliti itu akan dilakukan yang berisi subjek dan 

                                                 
18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat : 

Mataram University Press, 2020), 117 
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objel penelitian. Subjek penelitian ini menggunakan 

subjek petugas atau pegawai KAI serta konsumen atau 

calon penumpang dan Objek penelitian ini  melakukan 

penelitian di Stasiun Semarang Poncol.  

3. Jenis dan Sumber Data  

a. Jenis Data  
Dalam penelitian ini, jenis data yang 

digunakan yaitu metode kualitatif disajikan dengan 

kata-kata berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari sumber terkait. Tujuan menggunakan analisis 

data deskriptif kualitatif untuk mendapatkan 

pandangan-pandangan mengenai Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Aduan Konsumen Tentang Praktik 

Pembulatan Pembatalan Tiket Kereta Api Studi 

Kasus Stasiun Semarang Poncol. Metode Kualitatif 

adalah sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial 

yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa 

kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-

perbuatan manusia serta untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian seperti, perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dengan memanfaatkan berbagai 

metode penelitian.   

b. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

sumber data yang berasar dari data primer, data 

sekunder. 

1) Sumber Data Primer  
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Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung kepada pihak-pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti, dimana data primer didapatkan secara 

langsung dari lokasi yang ditentukan oleh pihak 

narasumber.
19

 

Data yang diperoleh secara langsung akan 

diamati dan dicatat oleh peneliti, dimana 

peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data dari hasil observasi dan hasil 

dari wawancara yang dilakukan kepada pihak 

yang berkaitan dengan penelitian dalam 

kegiatan pembatalan tiket jasa transportasi 

kereta api di Stasiun Semarang Poncol. Para 

pihak yang akan diteliti yaitu yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti seperti 

para pihak yang melakukan praktik pembatalan 

tiket serta para pihak lain yang bersangkutan 

didalamnya. 

2) Sumber Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari 

informan akan tetapi dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk foto, 

laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-

                                                 
19 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum, (Depok : 

Rajawali Pers, 2018),.214 
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undangan untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian.
20

 Sumber data 

sekuder yang digunakan peneliti diantaranya 

berupa dokumen yang mendukung mengenai 

pembatalan jual beli secara hukum positif 

maupun dalam konteks hukum islam. 

4. Metode Pengumpulan Data  
Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Observasi  

Observasi adalah studi yang disengaja, 

sistematis tentang fenomena sosial dengan jalan 

pengamatan.
21 Observasi dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. 

Observasi partisipan adalah observasi yang 

dilakukan langsung oleh penulis dengan cara 

menjadi bagian dari kegiatan yang sedang 

diamati, sedangkan observasi non partisipan 

adalah observasi yang dilakukan dimana penulis 

hanya sebagai penonton dan tidak langsung 

                                                 
20 Zainudin Ali, M.A. “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta,; Sinar 

Grafika, 2009), 106  
21 Abu dan Chalid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta : 

Bumi Aksara,  1997), 37.  
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terlibat dalam kegiatan yang menjadi topik 

penelitian.
22

 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik observasi partisipan, dimana penulis 

melakukan observasi pra penelitian dengan 

praktik langsung bagaimana mengurus proses 

pembatalan tiket kereta api, dari proses 

pembelian tiket sampai proses pembatalan tiket. 

Dan ternyata benar adanya dalam proses 

pembatalan tiket terdapat pembulatan 

didalamnya.  

b. Wawancara  

Wawancara atau interview adalah percakapan 

dua dua orang atau lebih yang berlangsung antara 

narasumber dan pewawancara dengan tujuan 

mengumpulkan data-data berupa informasi. 

Teknik dalam wawancara dalam penelitian 

pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu wawancara dengan cara 

melakukan pembicaraan informal, wawancara 

umum yang terarah, dan wawancara terbuka yang 

standar.
23

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara secara langsung kepada subyek yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti 

                                                 
22 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013),.26 
23 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

Edisi 2, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018),.218 
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seperti orang yang pernah membatalkan tiket dan 

pihak atau pegawai KAI berupa pertanyaan-

pertanyaan yang sesuai dengan pedoman yang 

telah disiapkan sebelumnya. Wawancara yang 

dilakukan peneliti yaitu dengan pihak KAI 

diantaranya Febrita selaku Assistant Manager 

Pemasaran Penjualan PT KAI Daop IV 

Semarang, Hanisatul selaku Supervisor Penjualan 

Angkutan Penumpang, Andre Setiawan dan Fenti 

Artika selaku Costumer Service. Dan beberapa 

konsumen yang melakukan pembatalan tiket 

seperti Wildan Chamdani, Syafaah Kamilia Irsan 

dan Susanti Noviana YS.  

c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan bentuk dokumen-

dokumen, surat-surat, catatan peristiwa yang 

telah dibentuk tulisan maupun karya yang bersifat 

monumental. Yang kemudian dokumen tersebut 

dijadikan sebagai pendukung terhadap suatu 

penelitian. Untuk mendapatkan data yang jelas 

dalam penelitian ini, maka peneliti juga 

menggunakan metode dokumentasi berupa, 

catatan harian, laporan, foto, wawancara dan lain 

sebagainya yang nantinya dijadikan sebagai bukti 

bahwa telah tejadi suatu peristiwa.
24

 Sehingga 

dokumentasi dapat mempermudah penulis untuk 

                                                 
24 Imam Gunawan, Metode Peneitian Kualitatif Teori % Praktis, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 175. 
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melakukan pengumpulan, penyusunan dan 

mengelola data yang didapatkan. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

dokumentasi berupa bukti ressi pembatalan yang 

dilakukan konsumen, foto dengan narasumber 

ketika wawancara berlangsung, rekaman audio 

ketika wawancara berlangsung, serta beberapa 

salinan peraturan yang terkait dengan penelitian 

yang akan dikaji. 

5. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yakni 

prosedur atau tata cara memecahkan masalah 

penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang 

diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang 

aktual pada saat sekarang.  

Maka teknik analisis yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni 

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan 

oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi 

berupa informasi lisan dari beberapa orang yang 

dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang 

diamati. Kemudian melalui tahapan-tahapan analisis 

data yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan 

kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan 

bagaimana proses pembatalan tiket kereta api, dalam 
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hal ini difokuskan pada pembulatan yang terdapat 

dalam proses pembatalan tiket kereta api. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas 

mengenai penelitian mengenai bagaimana “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Aduan Konsumen Tentang 

Praktik Pembulatan Pembatalan Tiket Kereta Api (Studi 

Kasus Stasiun Semarang Poncol)”. Maka pembahasannya 

disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan 

yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait, 

yaitu sebagai berikut :  

BAB I   Pendahuluan Pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, kemudian dilanjutkan 

dengan menyusun rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan terakhir sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dimana dalam bab ini berisi 

Landasan teori dari penelitian yang dilakukan 

dengan pembahasan seperti Pengertian ijarah, 

dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, 

macam-macam ijarah, ketentuan hukum ijarah, 

pembayaran upah dalam pekerjaan ibadah, 

pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan 

berakhirnya ijarah, pengembalian objek sewa-

menyewa.  
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BAB III Gambaran Umum Dalam bab ini membahas 

tentang gambaran umum mengenai Stasiun 

Semarang Poncol meliputi sejarah, kemudian 

berisi data tentang hasil wawancara dengan 

pegawai pihak KAI serta data penunjang 

lainnya yang berkaitan dengan kasus 

pembatalan tiket jasa transportasi kereta api. 

BAB IV Bab ini nmerupakan pokok dari pembahasan 

mengenai bagaimana praktik pembatalan jual 

beli tiket kereta api dan bagaimana tinjauan 

Hukum Islam terhadap pembulatan pembatalan 

tiket kereta api. Dimana pada bab ini secara 

keseluruhan didalamnya menjelaskan analisis 

data yang diperoleh penulis dengan kejadian-

kejadian yang ada dilapangan.  

BAB V   Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari uraian yang dikemukakan dalam 

penelitian yang diteliti penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH DAN 

PEMBATALAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Ijarah 

Secara etimologi, lafal al-ijarah dalam bahasa 

Arab berasal dari kata al-ajru (الاجر) yang berarti upah, 

sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu 

bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan 

hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak serta 

kegiatan jual beli jasa, dan lainnya. Dalam hal upah, 

dimana upah yang diperoleh seorang pekerja merupakan 

suatu hal yang dinyatakan sebagai paksaaan atas 

kompensasi mengenai suatu usaha atau pekerjaan yang 

dilakukannya.
25

 Sedangkan secara terminologi, al-ijarah 

adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang dan 

jasa melalui sistem pembayarah upah sewa tanpa diikuti 

pemindahan kepemilikan atas barang dan jasa tersebut.
26

 

Dalam akad ijarah sering biasa disebut sewa-menyewa, 

yaitu merupakan akad tukar menukar, tetapi dalam ijarah 

atau sewa menyewa ini kegiatan tukar menukar bersifat 

temporal atau dibatasi oleh waktu. Berbeda dengan tukar 

menukar dalam jual beli yang bersifat permanen atau 

tidak dibatasi oleh waktu, karena dalam ijarah sifatnya 

adalah menyewa dan barang tersebut bukan menjadi hak 

                                                 
25 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University 

Pressi, 2017), 122. 
26 Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 

(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2020), 63. 
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milih seseorang yang menyewa. Dimana pihak yang 

menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang 

kepada penyewa dan penyewa berkewajiban untuk 

menyerahkan uang sewa (ujrah) kepada pihak yang 

menyewakan.
27

  

Terdapat beberapa definisi ijarah yang 

dikemukakan oleh para ahli, yaitu :
28

 

1. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa al-Ijarah adalah 

suatu transaksi terhadap suatu manfaaat dengan suatu 

imbalan atau fee serta penukar manfaat.  

2. Menurut Ulama Syafi‟iyah bahwa al-Ijarah adalah 

suatu transaksi terhadap manfaat tertentu yang 

dibolehkan dan dapat digunakan dengan imbalan 

(bayaran) tertentu. 

3. Menurut Ulama Maliki dan Hanbali bahwa al-Ijarah 

adalah suatu kepemilikan manfaat atas sesuatu yang 

dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan 

(bayaran) tertentu. 

4. Menurut Jumhur Ulama‟ Fiqh bahwa al-Ijarah 

adalah menjual manfaat, yang diperbolehkan 

disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. 

Sehingga dalam hal ini tidak diperbolehkan dan 

dilarang untuk menyewakan pohon untuk diambil 

buahnya, tidak boleh menyewakan kambing untuk 

                                                 
27 Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi 

Syariah, (Malang : UB Press, 2019), 64. 
28 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 

(Jakarta : Kencana, 2019), 115. 
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diambil susu, lemak, bulu dan anaknya. Serta tidak 

boleh menyewakan sungai, sumur atau mata air yang 

diambil airnya. Tidak boleh menyewakan padang 

rumput untuk diambil rumputnya, sertatidak boleh 

menyewa uang dirham dan dinar.  

Dengan demikian, pengertian ijarah secara 

keseluruhan adalah pemindahan suatu hak atas barang 

atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan 

kepemilikan atas benda yang disewakan atau 

dimanfaatkan melalui pembayaran sewa. Jasa (manfaat) 

yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut 

ketentuan syariat serta dapar dimanfaatkan dengan baik, 

yang kemudian terdapat perjanjian atas upah atau imbalan 

sesuai dengan kesepakatan diawal. 

B. Dasar Hukum Ijarah 

Ijarah mempunyai landasan hukum yang dijadikan 

sebagai dasar dalam melakukan suatu transaksi syariah, 

dimana didalamnya diatur dalam al-Quran, Sunnah dam 

Ijma para ulama. Berikut dasar hukum dari Ijarah : 

1. Dasar hukum Ijarah yang terdapat dalam Al-Quran. 

a. QS. Al-Baqarah, 2 : 233 

لكَسْتهَرلْ لَّْ  لّرََدْتَُّْ لّذَِّلعَونَْمُ لْلجُوَاحلَلفَلَللّوَْاَ دلَُ لْ ّضِعُاْ لوَِّْ 
 لفِ لاِلَْمَعْرُولْلَّكهَنهْتُ لْلنذِآلسَوذِمْتُ لْ

“Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
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memberikan menurut pembayaran yang patut.” 
(QS.Al-Baqarah, 2 : 233).

29
 

Ayat ini membahas tentang seorang anak 

yang mempunyai hak persusuan sampai usia dua 

tahun, dan jika kedua orang tua ingin menyapih 

sebelum usia 2 tahun, maka tidak berdosa bagi 

kedua orang tuanya yang menyerahkan 

persusuannya dengan orang lain. Dan disebutkan 

mengenai pembayaran upah untuk orang yang 

menyusui anaknya (selain ibunya) dengan cara 

yang baik dengan kerelaan hati. 

b. QS. Al-Qashash, 28 : 26 

  قَاََتْلإِحْدَهَُُايَ لَيَتلِلٱسْتَأْجِرْهلُل
“Salah satu seorang dari kedua wanita itu berkata: 
Ya, bapakku ambillah ia sebagai orang yang 

bekerja (pada kita)...” (QS. Al-Qashash, 28 : 26).
30

 
Ayat ini membahas tentang salah seorang 

dari kedua wanita yang meminta ayahnya untuk 

mempekerjakan seorang pemuda untuk 

menggembala dan mengurus domba peliharaan dan 

diberi gaji atau upah setelahnya. karena orang 

tersebut memliki tenaga yang kuat dan dapat 

dipercaya. 

2. Dasar hukum Ijarah yang terdapat di dalam Sunnah. 

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : 

                                                 
29 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233 ( Diakses pada tanggal 

24 Juli 2022, pukul 09:19 WIB ). 
30 https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-26  ( Diakses pada tanggal 

24 Juli 2022, pukul 09:43 WIB ). 

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233
https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-26
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ليُْ للثهَوَالحَدذِل لوَهْبُ لحَدّلَثهَوَا نَشْقِيَ لَّدِّ لَّْاََنِدِ ليُْ  َّْعَاذِاسُ
ليِْ ل ليُْ لزيَُّْدِ لَّرذِحَِْْ  لعَاْدُ لثهَواَ وَمِيَلحَدذِ لَّسذِ لعَطِنذِةَ ليِْ  سَعنِدِ

ل لأيَنِْهِ لعَْ  ل:أسَْوََ  لقَالَ لعَاْدِاِللهليِْ لعُمَرَ لرَسُالُلاللهلقَاللَلعَْ 
ل ليََِفذِلصَوذِىلّللّذُِ لأَْ  لقهَاَْ  لأَجْرهَُ رَ لَْْجِنهْ لأعَْطاُّ ل: لوَسَوذَِ  عَونَْهِ

لعَرقَُهُ.
“Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin 
Al Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah 

menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa‟id bin 
Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan 
kepada kami („Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) 

dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia 

berkata, “Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

bersabda: “Berkanlah upah pekerja sebelum 
keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

31
 

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa`d 

Ibn Abi Waqqash : 

لثهَوَالأيَاُلّْلَْلحْاَصِلحَدّلَثهَوَاللاَرقُِليُْ للحَدذِل ثهَوَالنُسَدذِدٌلحَدذِ
ليِْ لخَدِل لَّْمُسَنذِبِلعَْ لرَّفِعِ ليِْ  لعَْ لسَعنِدِ لحَِْْ  لَّرذِ عَاْدِ
لعَْ ل لوَسَوذَِ  لعَونَْهِ لّللّذُِ لصَوذِى لّللّذِِ لرَسُوُالُ لنهَاَى لقَالَ يُّجٍ

لولَ ليهَوَةِ لوََّْمُزَّ لقهَوةَِ لَهَلَُّْمُحَا لرَجٌُ  لثةٌَ لثلََ ليُّهَزْرعَُ اَ لإِنَّذِ قاَلَ
أرَْضٌلفهَاُاَليُّهَزْرَلعُاَالوَرَجٌُ لنُوِحَلأرَْضًالفهَاُاَليُّهَزْرعَُلنَالنُوِحَل

 وَرَجٌُ لّسْتَمْرَىلأرَْضًاليِيَهَبٍلأوَْفِضذِةٍ.ل

                                                 
31 https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=2434   ( Diakses pada tanggal 

01 September 2022, pukul 22:30 WIB ) 

https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=2434
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Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah 
menceritakan kepada kami (Abu Al Ahwash), telah 

menceritakan kepada kami (Thariq bin 

Abdurrahman) dari (Sa‟id bin Al Musayyab), dari 
(Rafi‟ bin Khadij), ia berkata : “Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam melarang dari 

muhaqalah (menjual gandum dalam bulirnya 

dengan gandum yang bersih dalam timbangan 
tertentu), dan muzabanah (menjual kurma kering 

dengan ruthab, dan menjual anggur dengan kismis 

secara takaran). Sesungguhnya yang boleh 
menanam Abu Daud tiga, yaitu : Seseorang yang 

memiliki tanah dan ia yang menanaminya, dan 

seseorang yang diberi tanah dan ia diberikan 

kepadanya, serta seseorang yang menyewa tanah 
dengan upah emas atau perak.” (HR. Abu Daud).

32
 

3. Dasar hukum Ijarah yang terdapat di dalam Ijma para 

Ulama. 

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma‟ 

bahwa Ijarah hukumnya boleh karena memiliki 

manfaat bagi manusia. Tujuannya karena Ijarah adalah 

untuk memberikan keringanan kepada umat dalam 

pergaulan hidup, dimana seseorang mempunyai uang 

tapi tidap bisa bekerja, sebaliknya seseorang 

mempunyai tenaga dalam bekerja tetapi tidak 

memiliki uang. Maka dari itu dengan Ijarah keduanya 

saling mendapatkan keuntungan dan mendatangkan 

manfaat.
33

 

                                                 
32 https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=2951 ( Diakses pada tanggal 

01 September 2022, pukul 23:05 WIB ) 
33  Abrur Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 

2010), 278. 

https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=2951
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C. Rukun dan Syarat Ijarah 
Rukun-rukun ijarah dah syarat-syarat ijarah adalah 

sebagai berikut :
34

 

1. Mu'jir, adalah orang yang melakukan akad sewa dan 

orang yang memberikan upah.  

2. Musta'jir, adalah orang yang menyewakan barang 

dan menerima upah. Mu'jir dan Musta'jir disyaratkan 

orang yang baligh, berakal, cakap dan dapat 

mengendalikan harta (tasharruf) serta kedua belah 

pihak yang saling meridhoi.  

3. Sighat, adalah ijab qabul antara Mu'jir dan Musta'jir. 

Sighat disyaratkan kedua belah pihak memahami 

transaksi ijarah dengan baik dan adanya kesesuaian 

antara ucapan penyewa dan jawaban pihak yang 

menyewakan. Seperti contoh Mu'jir berkata "aku 

menyewakan sepeda motor setiap harinya dengan 

tarif Rp.100.000" Lalu Musta'jir menjawab "aku 

terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian 

setiap harinya". 

4. Ujrah, adalah imbalan/bayaran yang diterima oleh 

Musta'jir. Dalam hal ujrah disyaratkan diketahui 

jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik sewa 

menyewa atau upah mengupah. 

5. Barang yang disewakan atau dikerjakan dalam upah 

mengupah, memiliki persyaratan mengenai barang 

yang disewakan dengan beberapa syarat, yaitu:
35

 

                                                 
34 Juanda, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), 78. 
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a. Barang yang menjadi objek akad sewa menyewa 

dan upah mengupah dapat diserahkan kepada 

penyewa dengan kegunaannya. 

b. Barang yang menjadi objek sewa menyewa dan 

upah mengupah dapat dimanfaatkan 

kegunaannya.  

c. Manfaat dari barang yang disewakan adalah yang 

bersifat mubah atau boleh menurut syara'.  

d. Barang yang disewakan bersifat kekal 'ain (zat) -

Nya hingga waktu yang ditentukan sesuai dengan 

perjanjian akad. 

Ketentuan terkait Ijarah juga bisa ditemukan di 

Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No.:09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Ijarah menetapkan mengenai rukun 

ijarah yang terdiri dari :
36

 

1. Sighat Ijarah adalah ijab dan kabul berupa pernyataan 

dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik 

secara verbal maupun dalan bentuk lain.  

2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi 

sewa/pemberi jasa/pengguna jasa.  

3. Objek akad Ijarah, yaitu: 

a. Manfaat barang dan jasa 

b. Manfaat jasa dan upah. 

                                                                                           
35 Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 118. 
36 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, ditetapkan di 

Jakarta pada tanggal 13 April 2000. 
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Secara garis bersar, syarat Ijarah terdapat 4 macam, 

yaitu :
37

 

1. Syarat Penyewa dan Pemberi Sewa (Mu'jir) 

Syarat penyewa dan pemberi sewa secara fiqh 

harus seseorang yang memiliki keahlian untuk 

melakukan pembelanjaan harta secara sah, seperti 

seseorang harus sudah baligh, berakal dan cakap 

terhadap hukum. Mengenai objek atau barang akad 

Ijarah yang disewakan, menurut para ulama fiqh 

menjelaskan bahwa syaratnya harus berupa benda 

yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Menurut Ibnu 

Qayyim yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, onjek 

akad ijarah ijarah tidak selalu berupa manfaat/jasa 

saja, namum bisa juga berupa benda asalkan tidak 

mengurangi dari barang yang disewakan. Seperti 

contoh seseorang menyewakan pohon atau kebun 

selama setahun yang bermaksud diambil buahnya saja. 

Buah-buahan dalam akad ini adalah benda, bukanlah 

manfaat/jasa.maka dalam hal ini akad ijarah 

diperbolehkan atau sah. 

2. Syarat Barang yang Disewakan 

Barang yang disewakan juga harus disyaratkan 

menjadi hak milik penuh pemberi sewa. Jika barang 

tersebut bukan miliknya, maka akad ijarah tersebut 

harus menunggu sampai barang tersebut memiliki izin 

dari sang pemilik, jika pemilik tidak mengizinkan dan 

                                                 
37 Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi 

Syariah, (Malang : UB Press, 2019), 68-69 



38 
 

 

 

ternyata ijarah sudah selesai, maka uang sewa menjadi 

hak pemberi sewa, begitupun sebaliknya. Kemudian 

syarat barang yang disewakan harus dapat diserah 

terimakan kepada pihak penyewa sebagaimana seperti 

kegiatan jual beli. 

3. Syarat Pekerja yang Disewa (Musta'jir) 

Syarat bagi buruh yang disewa pekerjaan atau 

jasanya, maka harus memiliki syarat pekerjaan 

tersebut harus jelas bagi kedua belah pihak, karena 

jika tidak ada kejelasan dapat menyebabkan 

perselisihan kedepannya. Seperti contoh seorang 

tukang ojek haruslah mengetahui tujuan 

penumpangnya agar ada kejelasan mengenai upah. 

Kemudian pekerja yang menjadi objek ijarah tidak 

berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak 

musta'jir (pekerja) sebelum berlangsungnya akad 

ijarah. Seperti contoh kewajiban seseorang membayar 

hutang, mengembalikan pinjaman dan lainnya, 

demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah 

seperti sholat, puasa dan lainnya. 

4. Syarat Upah (Ujrah) 

Harga sewa atau upah (Ujrah) memiliki 

beberapa syarat, yaitu : 

a. Harga sewa (ujrah) adalah imbalan yang sudah 

sesuai dengan perjanjian dan dibayar oleh 

penyewa sebagai harta atas manfaat yang 

dinikmatinya.  
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b. Harga sewa (ujrah) harus dinyatakan secara jelas 

dan sesuatu yang bernilai harta serta 

pembayarannya dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan.  

c. Para Ulama sepakat memperbolehkan membayar 

ujrah selain dalam bentuk uang, yaitu bisa dalam 

bentuk manfaat yang serupa dengan onjek 

kontrak.  

d. Ketentuan dalam menentukan ujrah dapat 

ditentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 

Seperti contoh jika seseorang menjahitkan baju 

pada hari ini maka upahnya Rp. 30.000, tetapi 

jika menjahitnya besok maka upahnya Rp. 

20.000. Pembayaran ujrah dimuka diperbolehkan 

dalam syariah. Hal tersebut dapat merupakan 

pembayaran dimuka dari total ujrah. Atau bisa 

juga pembayaran dilakukan secara angsuran atau 

ditangguhkan setelah yang bersangkutan 

mengambil manfaat dari jasa tersebut. 

5. Syarat Sighat atau Ijab Qabul 

a. Akad Ijarah harus dinyatakan secara tegas dan 

jelas serta dimengerti oleh Mu'jir/Ajir dan 

Musta'jir. 

b. Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, 

isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat 

dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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D. Macam-Macam Ijarah 
Dilihat dari objeknya, Ijarah dapat dibagi menjadi 

dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah 

yang bersifat pekerjaan. 

1. Ijarah „ala al-manafi‟  atau ijarah yang bersifat 

manfaat 

Dalam hal ini akad sewa menyewa diperbolehkan 

atas manfaat yang mubah atau diperbolehkan 

menurut syara‟, seperti contoh dalam sewa menyewa 

rumah, toko, kendaraan, serta pakaian yang dipakai 

seseorang seperti dalam acara menikah (pengantin). 

Adapun jika manfaat yang diharamkan maka sesuatu 

hal tersebut tidak boleh disewakan, karena 

didalamnya mengandung keharaman. Maka dari itu 

tidak diperbolehkan mengambil imbalan untuk 

manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan 

darah.
38

 

Menurut Ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah 

kemanfaatan barang yang disewakan sifatnya mubah. 

Menurut Ulama Malikiyah, hukum  ijarah harus sesuai 

dengan keberadaan manfaat. Menurut Ulama Hanabilah 

dan Syafi‟iyah, hukum ijarah tetap pada keberadannya 

dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda 

yang tampak. Karena dalam akad ijarah memiliki sasaran 

manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasrnya 

penyewa berhak untuk memanfaatkan barang tersebut 

                                                 
38 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Sinar Grafika 

Offiset, 2010), 330. 
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sesuai dengan keperluannya, bahkan si penyewa juga 

dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain 

dengan syarat barang yang disewakan dapat digunakan 

dengan baik serta tidak merusaknya.
39

 

2. Ijarah „ala-„amaal atau ijarah yang bersifat 

pekerjaan  

Adalah suatu akad ijarah dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Ijarah seperti ini diperbolehkan dalam hal 

seperti buruh bangunan, buruh pabrik, tukang pijat, 

tukang jahit, dan lainnya, hal ini disebut Ijarah yang 

bersifat kelompok (serikat) orang yang menjual 

jasanya untuk orang banyak. Ijarah yang bersifat 

pibadi contohnya seperti menggaji pembantu rumah 

tangga, tukang kebun dan satpam.
40

 

Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau 

tenaga kerja. Ajir sendiri terdapat dua macam, yaitu : 

a. Ajir Khass 

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang 

pekerja yang bekerja pada satu orang dalam masa 

tertentu. Dalam hal ini orang yang sedang bekerja 

hukumnya tidak boleh bekerja selain dengan orang 

yang sudah memberinya upah. Menurut Wahbah az-

Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang 

                                                 
39 Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 

2001), .132 
40 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh 

Muamalah), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236. 
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lain selain ibunya dapat digolongkan sebagai akad 

ijarah khass. Sebagian Jumhur Ulama mengatakan 

bahwa seorang tidak boleh menyewa istrinya sendiri 

untuk menyusukan anaknya, karena hal tersebut 

termasuk kewajiban seorang istri. Jika sang istri 

menolak untuk menyusukan anaknya, maka menurut 

Imam Malik seorang suami berhak memaksa istrinya 

untuk menyusukan anaknya. Dalam hal ini 

pemberian upah kepada orang lain yang menyusukan 

anaknya, perlu adanya kesepakatan diawal mengenai 

berapa lama masa menyusui, melihat secara 

langsung terlebih dahulu anak yang akan disusui 

serta tempat yang digunakan untuk menyusui entah 

dirumah sendiri atau di tempat lain. Wanita yang 

sudah menyusui seorang anak tidak boleh menyusui 

anak yang lain lebih dari satu, karena dalam hal ini 

termasuk dalam ajir khass.
41

 Seperti dalam firman 

Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah, 2 : 233 : 

لكَسلْ لَّْ  لّرََدْتَُّْ لِّذَّلعَونَْمُ لْلجُوَاحلَلفَلَللّوَْاَ دلَُ لْلّضِعُالتلَوَِّْ 
 لۗ  اِلَْمَعْرُوْفلِلَّكنَتُ لْلنذِآلسَوذِمْتُ لْ

“Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan menurut pembayaran yang patut.” 

(QS.Al-Baqarah, 2 : 233).
42

 

                                                 
41 Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 

2001), 135 
42 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233 ( Diakses pada tanggal 

31 Juli 2022, pukul 21:22 WIB ). 
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b. Ajir Musytarik 

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu 

orang, sehingga mereka bekerjasama dalam 

memanfaatkan pekerjaannya. Dalam hal ini 

hukumnya diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama 

berbeda pendapat, menurut Hanafiyah dan 

Hanbaliyah bahwa ajir musytarik sama dengan ajir 

khass dalam hal tanggung jawabnya. Menurut ulama 

Malikiyah bahwa ajir musytarik harus bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya 

benda yang dijadikan objek pekerjaannya. 
43

 

3. IMBT (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik)
44

 

IMBT atau sewa menyewa yang berakhir dengan 

pemindahan kepemilikan adalah akad ijarah yang 

digabung dengan janji (wa‟d) untuk memindahkan 

kepemilikan pada akhir waktu ijarah habis. Janji 

(wa‟d) dalam memindahkan kepemilikan yang 

dibuat saat akad ijarah bukanlah suatu kesepakatan 

yang mengikat. Apabila janji tersebut dilaksanakan, 

maka harus dibuat sebuah akad baru. Sedangkan 

dalam akad baru yang dapat memindahkan 

kepemilikan atas barang yang disewakan dapat 

berupa akad Jual Beli (al-bai‟) atau pemberian 

(hibah atau athiyyah). Jadi, pada saat akad sewa 

                                                 
43 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Sinar Grafika 

Offiset, 2010), .333. 
44 Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi 

Syariah, (Malang : UB Press, 2019), 71-72 
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menyewa telah habis maka pemberi sewa dapat 

menjual barang tersebut kepada pihak penyewa 

dengan harga yang telah disepakati diawal pada saat 

akad jual beli antara keduanya. Dalam 

penggabungan dua akad atau lebih dalam satu akad, 

harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Pengumpulan dua akad bukan sebuah transaksi 

yang diharamkan oleh syariat. 

b. Penggabungan tersebut bukanlah sebuah upaya 

yang ditempuh dalam melakukan praktik riba. 

c. Penggabungan tersebut bukan sebagai jalan 

menuju pada praktik riba. Seperti contoh 

menggabungkan sewa menyewa dengan hutang 

piutang. 

d. Penggabungan bukanlah menggabungkan antara 

dua akad yang saling bertentangan, seperti akad 

hibah digabung dengan akad jual beli.  

4. Ijarah Maushufah Fi Dzimmah
45

 

Adalah akad sewa menyewa dimana manfaat atau 

jasa yang menjadi objek akadnya belum hadir saat 

akad dibuat, tetapi hanya dijelaskan sifat-sifatnya dan 

ketentuannya sehingga menjadi jelas bagi pihak 

penyewa. Dalam hal ini pemberi sewa berkewajiban 

menyediakan manfaat atau jasa tersebut. Akad ijarah 

ini sebetulnya hampir sama dengan akad salam 

(pesanan), jika dalam akad salam (pesanan) umumnya 

                                                 
45 Ibid 
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objek akadnya berupa benda („ain). Berbeda dengan 

akad Ijarah Maushufah fi Dzimmah ini, dimana objek 

akadnya berupa manfaat atau jasa. Maka dalam hal ini 

diperbolehkan. Jika seandainya penyedia menfaat atau 

jasa (buruhnya meninggal dunia), maka akad Ijarah 

Maushufah fi Dzimmah ini tidaklah batal jika memang 

pemberi sewa masih mampu menyediakan manfaat 

atau jasa tersebut dari buruh atau penyedia manfaat 

atau jasa yang lainnya sesuai dengan sufat dan 

ketentuan yang disepakati diawal. 

Standar Hukum Muamalah Internasional 

menyebutkan beberapa syarat dalam akad ijarah ini, 

diantaranya: 

a. Manfaat atau jasa harus sudah jelas atas sifat atau 

kriterianya, hal tersebut agar tidak menimbulkan 

perselisihan antara keduanya pada saat akad sewa 

berlangsung. 

b. Kedua pihak sepakat memberikan dan mengambil 

manfaat atau jasa tersebut pada waktu yang 

bersamaan yang sudah disepakati antara 

keduanya. 

c. Pemberi sewa mempunyai kemampuan untuk 

menyediakan manfaat atau jasa tersebut sesuai 

dengan kesepakatan diawal. 

d. Penyedia manfaat atau jasa tidak diharuskan 

menyediakan manfaat atau jasa itu sendiri, bisa 

juga menggunakan manfaat atau jasa pihak lain. 
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e. Upah sewa tidak harus dibayarkan diawal akad 

apabila tidak menggunakan akad salam (pesan). 

Jika menggunakan akad salam dan salaf maka 

upah harus diberikan diawal untuk menghindari 

dari jual beli piutang dengan piutang yang 

dilarang syariat Islam. 

f. Pihak penyewa mempunyai hak untuk 

membatalkan akad atau menolak menggunakan 

manfaat atau jasa yang dipesan jika tidak sesuai 

dengan sifat dan kriteria yang telah disepakati 

diawal. 

E. Ketentuan Hukum Ijarah 
Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan hukum ijarah 

adalah kemanfaatan yang bersifat mubah, menurut ulama 

Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan 

manfaat, sedangkan menurut ulama Hanabilah dan 

Syafi‟iyah, hukum ijarah tetap pada keadaannya dan 

hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda 

yang tampak.
46

 

Beberapa ketentuan hukum terkait akad Ijarah adalah 

sebagai berikut :
47

 

1. Pada dasarnya, hukum ijarah adalah mubah dan 

mengikat, oleh sebab itu transaksi ijarah yang 

berlangsung dan telah disepakati dapat mengikat para 

pihak dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak 

                                                 
46 Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 

(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2020), 273 
47 Andri Soemitra,  Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 

(Jakarta : Kencana, 2019), 122-123. 
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kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi seperti 

cacat dan hilangnya manfaat dari objek sewa. 

2. Secara umum, akad ijarah tidak boleh digantungkan 

dengan suatu syarat tertentu. Seperti contoh “Saya 

menyewakan sebuah toko kepadamu dengan syarat 

anda harus membeli sepeda motor saya”. 

3. Orang yang menyewa diperbolahkan menyewakan 

kembali objek sewanya kepada orang lain dengan 

syarat harganya yang dama atau lebih murah. Tetapi 

jika pemilik objek sewa tidak memperbolehkan 

penyewa menyewakan kembali kepada orang lain, 

maka hal tersebut tidak diperbolehkan. 

4. Kejelasan dalam akad ijarah menjadi sesuatu yang 

harus dipertegas agar terhindar perselisihan 

dikemudian hari. Jika terjadi perselisihan mengenai 

harga sewa, menurut Ahmad dan Syafi‟iyah maka dari 

pihak yang menyewakan diminta sumpah dengan 

diibaratkan seperti transaksi jual beli dimana harga 

ditetapkan oleh penjual atau pemberi sewa. Jika terjadi 

perselisihan tentang masa sewa, maka klaim yang 

diturut adalah dari pihak yang menyewakan juga. Dan 

jika terjadi perselisihan tentang pelanggaran 

pemanfaatan objek sewa, maka klaim pihak penyewa 

yang dipegang. 

5. Apabila objek ijarah yang berada dibawah 

pengawasan pemilik rusak, maka hak upah pada 

pekerjaan yang dilakukan pekerja harus dipenuhi. Jika 

sebaliknya, maka pekerja tidak berhak mendapat upah 
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karena barang yang dikerjakan rusak sebelum serah 

terima dilaksanakan. 

6. Bagi orang yang mempekerjakan dan memberi upah 

untuk mengajarkan al-Quran, Hadis dan Fiqh maka 

hukumnya boleh, jika ada kebutuhan dan dapat 

membawa kemaslahatan bagi individu dan umat dalam 

menyebarkan ilmu pengetahuan. 

7. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, menurut 

Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah, maka ijarah 

tidak batal karena ia merupakan transaksi yang 

mengikat sepanjang objek sewa masih ada. Menurut 

Hanafiyah, apabila ijarah untuk dirinya maka menjadi 

bataal apabila untuk orang lain maka tidak batal. 

F. Pembayaran Upah Dalam Pekerjaan Ibadah 

Dalam hal ibadah seperti shalat, membaca Al-

Qur‟an, melaksankan puasa serta haji dan umroh masih 

menjadi perselisihan para antar ulama mengenai upah 

dalam ibadah, karena dalam hal ini para ulama berbeda 

pendapat mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan 

ibadah. Mengenai upah yang dilakukan oleh orang yang 

melakukan sesuatu ibadah, terdapat beberapa perbedaan 

pendapat para ulama. 

Menurut Ulama mazhab Hanafi, terdapat larangan 

mengupah seseorang dalam mengerjakan ibadah dan 

hukumnya haram. Misalnya, memyewa orang lain untuk 

shalat, menunaikan haji untuk si pengupah, membaca Al-

Quran dengan menghadiahkan pahalanya kepada orang 

yang memberi upah, serta menjadi imam untuk jamaah 
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shalat dan bentuk ibadah yang lain. Jika seseorang yang 

melakukan ibadah semacam ini, maka dia diharamkan 

mengambil upah atas ibadahnya, karena ibadah sendiri 

merupakan kegiatan individual yang langsung 

berhubungan dengan Allah Swt. 
48

 

Pendapat lain menyebutkan bahwa menurut Sayyid 

Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, para ulama 

berpendapat atas kebolehan mengambil upah yang 

dianggap sebagai perbuatan yang baik, seperti contoh 

menjadi pengajar al-Quran, guru-guru di sekolah, 

disamping mereka melakukan pekerjaan lain seperti 

bedagang, bertani dan waktunya yang masih tersisa untuk 

mengajarkan al-Quran. Dalam hal ini diperbolehkan 

mengambil upah karena hal tersebut merupakan 

tunjangan untuk dirinya dan yang menjadi 

tanggungannya.
49

 

G. Pembayaran Upah dan Sewa  
Ijarah jika dalam melaksanakan pekerjaan, maka 

sistem pembayaran upahnya dilakukan pada saat 

selesainya pekerjaan tersebut dikerjakan. Apabila tidak 

ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak 

disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada 

ketentuan penangguhan, menurut Abu Hanifah upahnya 

wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat 

yang diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, 

                                                 
48 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqih 

Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta : Darul Fath Lil I‟lamil Arabi, 2009), 804-

805. 
49 Ibid. 
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sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika 

mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada 

musta‟jir (penyewa), ia berhak menerima bayarannya 

karena penyewa sudah menerima manfaat. 
50

 

Hak menerima upah bagi musta‟jir sebagai berikut 

:
51

 

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan oleh pekerja, maka 

seorang pekerja berhak menerima imbalan yang telah 

disepakati sebelumnya. Sebagaimana dalam Hadis 

yang diriwayatkan Ibnu Majah : 

ثهَوَالحَدذِل ليُْ للََ لوَهْبُ لحَدّلَثهَوَا لَّدِّنَشْقِيَ لَّْاََنِدِ ليُْ  َّْعَاذِاسُ
لثهَوَالعَاْدُلَّرذِحَِْْ ليُْ لزيَُّْدِليِْ لأسَْوََ ل وَمِيَلحَدذِ سَعنِدِليِْ لعَطِنذِةَلَّسذِ

لُلرَسُالُلاللهلقاَللَلْ لعَاْدِاِللهليِْ لعُمَرَلقَالَل:علَعَْ لأيَنِْهِل صَوذِىلّللّذِ
لعَرقَُهُ. رَلأَجْرهَُلقهَاَْ لأَْ ليََِفذِ لَْْجِنهْ لعَونَْهِلوَسَوذَِ ل:لأعَْطاُّ

Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al 

Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan 

kepada kami (Wahb bin Sa‟id bin Athiah As Salami) 

berkata, telah menceritakan kepada kami 
(„Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) 

dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, “Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Berkanlah 
upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu 

Majah).
52

 

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika 

akad sewa. Kecuali jika dalam akad terdapat ketentuan 

                                                 
50 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Press), 120. 
51 Ibid. 
52 https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=2434   ( Diakses pada tanggal 

01 September 2022, pukul 22:30 WIB ) 
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lain, maka manfaat barang yang disewakan mengalir 

selama penyewaan berlangsung. 

H. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 

Ijarah merupakan jenis akad yang tidak 

membolehkan adanya batal (fasakh) pada salah satu 

pihak, karena ijarah merupakan suatu akad pertukaran, 

kecuali jika didapati hal-hal yang mewajibkan batal 

(fasakh). Bahkan jika salah satu pihak (yang meyewa atau 

penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa 

tidak menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian 

sewa-menyewa masih ada. Jika salah satu pihak 

meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 

ahli warisnya. 53  

Fasakh sendiri merupakan pembatalan suatu akad 

dengan menghilangkan atau menghapus hukum akad 

secara keseluruhan seakan-akan akad tersebut tidak 

pernah terjadi. Fasakh dapat terjadi atas dasar kerelaan 

dari para pihak atau bisa juga terjadi karena paksaan atas 

dasar putusan hakim. Adakalanya pembatalan akad 

(fasakh) menjadi wajib jika fasakh pada akad yang fasid, 

yaitu seperti menghormati ketentuan syariah, melindungi 

kepentingan umum dan khusus, menghilangkan bahaya 

dan kerugian, menghindari perselisihan akibat 

pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan syariat. 

Adakalanya juga pembatalan akad (fasakh) menjadi 

boleh, yaitu jika dilakukan atas dasar keinginan dari para 

                                                 
53 Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 

(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2020), 272 
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pihak yang berakad dan fasakh yang didasarkan atas 

kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.
54

 

Menurut Ulama Hanafiyah, akad ijarah adalah 

suatu akad yang mengikat, tetapi jika terdapat uzur dari 

salah satu pihak meninggal dunia atau telah hilang syarat 

atas kecakapan bertindak dalam hukum maka akad boleh 

dibatalkan. Menurut Ulama Hanafiyah apabila salah satu 

pihak yang berakad meninggal, maka akad akan batal, 

karena manfaat atas barang yang disewakan tidak boleh 

diwariskan. Tetapi menurut Jumhur Ulama, akad tersebut 

tidak batal jika salah satu pihak meninggal dunia, karena 

manfaat tersebut termasuk al-maal (harta).  

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila terdapat 

hal-hal sebagai berikut :
55

 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi 

pada tangan penyewa. 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti contoh 

rumah sewaan menjadi runtuh. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), 

seperti contoh baju yang diupahkan untuk dijahitkan. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya 

masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 

5. Menurut Hanafiyah, dalam ijarah boleh batal (fasakh) 

dari salah satu pihak, seperti contoh seseorang 

                                                 
54 Andri Soemitra,  Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 

(Jakarta : Kencana, 2019), 55. 
55 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 

2010), 283. 
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menyewa toko untuk berdagang, lalu dagangannya ada 

yang mencuri. Maka ia diperbolahkan memfasakhkan 

barang sewaan tersebut. 

I. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa 

Apabila masa Ijarah telah ditetapkan dalam 

perjanjian telah berakhir, maka peyewa berkewajiban 

untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada 

pemilik semula (pihak yang menyewakan). jika barang 

tersebut dipindahkan, maka ia wajib menyerahkan kepada 

pemiliknya.  

Adapun ketentuan pengembalian barang objek 

sewa-menyewa sebagai berikut :
56

 

1. Apabila barang yang menjadii objek perjanjian 

merupakan barang bergerak, penyewa harus 

mengembalikan barang tersebut kepada yang 

menyewakan atau pemilik dengan menyerahkan 

langsung bendanya, seperti contoh sewa-menyewa 

kendaraan. 

2. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai 

barang tidak bergerak, maka penyewa wajib 

mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan 

dalam keadaan kosong, seperti contoh sewa-menyewa 

rumah. 

3. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa 

adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa 

                                                 
56 Farid Wadji, dan Suhrawardi K. Lubis,  Hukum Ekonomi Islam, 

(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2020), 273. 
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wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam 

keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya. 

Menurut mazhab Hambali berpendapat bahwa 

“manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus 

mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk 

mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti 

barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak 

menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan 

dan menyerahterimakannya”. 57 

  

                                                 
57 Ibid. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG STASIUN 

SEMARANG PONCOL 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

PT. KAI adalah satu-satunya Badan Usaha Milik 

Negara yang bertugas menyelenggarakan pelayanan jasa 

angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus 

perpindahan orang dan/atau barang secara massal untuk 

pembangunan nasional di Indonesia. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki Daerah Operasional Kereta Api atau 

disingkat DAOP KAI, adalah pembagian daerah 

pengoperasian kereta api di Indonesia, di bawah 

lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan 

dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Operasi 

(KADAOP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

Stasiun Semarang Poncol termasuk dalam Daerah 

Operasional 4.
58

  

Stasiun Semarang Poncol (SMC) adalah salah satu 

stasiun besar di kota Semarang. Pada tahun 1914, saat itu 

dalam rangka menyambut penyelenggaraan Koloniale 

Tenttoostelling di Semarang SCS (Semarang-Cheribon 

Stoomtram Maatschappii) meresmikan penggunaan 

stasiun Semarang-West yang berlokasi di kawasan Poncol 

yang pada saat itu berada di pinggir Barat kota Semarang. 

                                                 
58 https://www.kai.id/corporate/about_kai/ Diakses pada Tanggal 

21 September 2022 Pukul 18.37 WIB. 
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Oleh sebab itu masyarakat lebih mengenalnya sebagai 

Stasiun Poncol. Bangunan stasiun Poncol dirancang oleh 

arsitek Henri Maclaine-Pont, seorang arsitek 

berkebangsaan Belanda. Ia lahir di Batavia dan belajar di 

Technische Hoogeschool Delft. Setelah lulus ia kembali 

ke Hindia Belanda dan pada tahun 1911 kembali 

mengerjakan rancangan besarnya yang pertama yaitu 

kantor pusat Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappi 

(SCS) di Tegal.
59

 

Kawasan Stasiun Semarang Poncol berada di 

Poncolsari Rt 04 Rw 01 tepatnya di Jl. Imam Bonjol, 

Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa 

Tengah dengan kode pos 50172, merupakan kawasan 

yang berada pada tanah hak kepemilikan PJ. KAI Poncol 

dengan luas wilayah +_ 120 m2. 

Secara tata letak kawasan Stasiun Semarang Poncol 

mempunyai batas suatu wilayah yaitu: 

a. Sebelah Utara : Rel kereta Api Stasiun  

                   Semarang Poncol 

b. Sebelah Selatan  : SPBU Imam Bonjol 

c. Sebelah Barat  : Jl. Abimanyu 

d. Sebelah Timur : Gedung PJ KAI Poncol 

 

 

                                                 
59 http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/stasiun-poncol-

semarang/ Diakses pada tanggal 18 September 2022 Pukul 23.25 WIB 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/stasiun-poncol-semarang/
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/stasiun-poncol-semarang/
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B. Praktik Pembatalan Jual Beli Tiket Kereta Api di 

Stasiun Semarang Poncol 

Dalam pemesanan atau kegiatan jual beli tiket 

kereta api, didalamnya terdapat kesepakatan jual beli 

yang dilakukan antara dua pihak yaitu pihak penjual dan 

pembeli (penumpang), yaitu seperti ketentuan suatu 

barang atau jasa, harga jual, manfaat yang diperoleh 

dalam proses jual beli, serta syarat yang telah disepakati 

antara dua pihak dalam proses jual beli.  

Dalam proses jual beli pemesanan tiket kereta api, 

pada saat ini pihak KAI juga telah mengikuti zaman 

perkembangan teknologi masa kini, yaitu pemesanan tiket 

kereta api tidak hanya bisa dipesan melalui loket 

pemesanan yang ada di stasiun yang menyediakan jual 

beli tiket. Tetapi sekarang juga pemesanan tiket kereta api 

bisa juga dipesan melalui media online dalam aplikasi 

yang dibuat oleh pihak KAI itu sendiri, aplikasi tersebut 

yaitu KAI Access. Berikut cara pemesanan tiket kereta 

api melalui loket di stasiun kereta api : 

1. Pertama, calon penumpang datang ke stasiun terdekat 

yang bisa melayani penjualan tiket. 

2. Kemudian cari dan temukan loket stasiun, lalu pilih 

loket yang melayani pemesanan tiket kereta lokal 

maupun antarkota. 

3. Sebutkan stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, 

tanggal keberangkatan serta jumlah penumpang 

kepada petugas yang melayani.  
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4. Setelah disebutkan daftar harga serta kelas kereta api 

yang telah dipilih, kemudian memilih waktu 

keberangkatan yang diinginkan serta tidak lupa 

menyerahkan data diri untuk kelengkapan penumpang.  

5. Kemudian setelah selesai melakukan pemesanan, 

lakukan pembayaran sesuai dengan tiket kereta api 

yang telah dipesan sebelumnya. 

6. Setelah selesai proses pembayaran, nantinya akan 

diberikan kode booking yang dapat dicetak pada hari 

keberangkatan kereta. 

Setelah selesai dalam proses pemesanan tiket 

kereta api, setiap penumpang yang telah memiliki bukti 

transaksi entah itu sms notifikasi, email notifikasi bukti 

pembayaran tiket kereta api tiket kereta api, maka calon 

penumpang wajib check-in dalam 7x24 jam sebelum 

jadwal kereta api agar bisa mendapatkan bukti boarding 

pass (dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan dan 

diberikan kepada penumpang sebagai dokumen pengganti 

tiket). Boarding sendiri adalah proses memberikan izin 

kepada calon penumpang untuk masuk stasiun atau naik 

kereta api dengan jadwal tertentu dengan terlabih dahulu 

dilakukan pemeriksaan dengan keseuaian data dari tiket 

yang telah dipesan.
60

 

Dalam kegiatan jual beli tiket kereta api, tidak 

hanya bisa dilakukan secara langsung tetapi sekarang bisa 

juga dilakukan pemesanan melalui media online atau 

                                                 
60 https://contact-kai.zendesk.com/hc/en-us Diakses pada Tanggal 

19 September 2022 Pukul 21.20 WIB. 

https://contact-kai.zendesk.com/hc/en-us
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aplikasi KAI Access. Dimana jika melakukan proses 

pemesanan tiket melalui aplikasi bisa lebih mudah 

dilakukan, tidak perlu datang ke stasiun untuk memesan 

tiket tetapi pemesanan tiket bisa dilakukan dirumah 

dengan menggunakan handphone saja. Berikut langkah-

langkah dalam melakukan pemesanan tiket kereta api 

melalui aplikasi KAI Access : 

1. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi KAI Access 

di Playstore atau Appstore. 

2. Jika belum memiliki akun, buat akun KAI Access 

terlebih dahulu. 

3. Kemudian masuk dengan akun yang sudah dimiliki.  

Gambar 3.1 Halaman Utama Aplikasi KAI Access 
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4. Lalu jika sudah, langsung lakukan pemesanan tiket 

kereta api dengan jenis kereta lokal maupun antar-

kota. 

5. Pilih stasiun asal dan stasiun tujuan, tanggal 

keberangkatan serta jumlah penumpang kemudian klik 

“cari” 

Gambar 3.2 Kolom Pencarian 

 

6. Lalu akan muncul daftar kereta dari berbagai jadwal 

keberangkatan serta daftar harga yang bisa dipilih 
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sesuai dengan keinginan. Jika sudah memilih klik dan 

langsung lakukan pemesanan. 

Gambar 3.3 Daftar Jadwal Kereta Api dan Harga  

 

7. Kemudian isi data diri berupa data pemesan dan data 

penumpang. 
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Gambar 3.4 Halaman Data Diri dan Data Pemesanan 

Penumpang 

 

8. Calon penumpang juga dapat memilih kursi jika masih 

tersedia dengan cara klik “Pilih Kursi” lalu pilih kursi 

yang diinginkan dan klik “Simpan”. 
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Gambar 3.5 Kolom Pemilihan Kursi             
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Gambar 3.6 Kolom Setelah Pemilihan Kursi 

 

9. Kemudian lanjutkan dengan melakukan pembayaran 

dengan cara klik “Bayar Sekarang”. Jangan sampai 

lupa mengecek ulang data diri dan daftar pemesanan 

tiket dan pastikan sudah sesuai. 
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Gambar 3.7 Kolom Pembayaran Tiket 

 

10. Pilih metode pembayaran dan lakukan pembayaran 

segera. 
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Gambar 3.8 Halaman Metode Pembayaran 

 

11. Jika sudah selesai, Anda akan diberikan kode booking 

untuk nantinya ditukarkan dengan tiket boarding pass 

di stasiun keberangkatan.  
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Gambar 3.9 Halaman Tampilan Kode Booking 

 

Dalam transaksi jual beli antara penjual dan 

pembeli tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik-

baik saja, bahkan tidak jarang ketika dalam proses jual 

beli terdapat masalah antara penjual dan pembeli. Salah 

satu masalah yang sering muncul dalam transaksi jual beli 

pemesanan tiket kereta api diantaranya yaitu pembatalan 

tiket kereta api yang telah di booking sebelumnya atau 

banyak yang mengubah jadwal keberangkatan. Dalam 
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pembatalan tiket kereta api oleh pembeli, terdapat 

beberapa alasan mengapa sampa calon penumpang 

membatalkan tiket kereta yang telah dipesan. Seperti 

kasus pembatalan tiket kereta api yang dialami oleh calon 

penumpang atas nama Wildan Chamdani, alasan Wildan 

sampai membatalkan tiket kereta yang telah dipesan, 

beliau mengatakan bahwa : 

“Alasan saya membatalkan tiket pada saat itu karena 

waktu itu saya habis tes wawancara kerja di 

Semarang, lalu niatnya saya mau pesan tiket pulang ke 

Tegal untuk tanggal 7 September karena pada saat itu 

saya tes tanggal 7 September pagi dan sorenya mau 

langsung pulang. Tetapi pada saat pesan tiket saya 

tidak sadar salah pencet tanggal keberangkatan yang 

harusnya tanggal 7 tapi saya pesan tanggal 8 

September. Karena saat itu saya panik dan tidak tau 

kalau ternyata bisa dirubah jadwalnya, maka saat itu 

saya langsung batalkan tiket saya dengan satang 

langsung ke stasiun dan pesan ulang untuk 

keberangkatan kereta hari ini”.
61

 

Sebelum mengetahui cara membatalkan tiket 

kereta, calon penumpang perlu mengetahui syarat 

pembatalan tiket kereta api, diantaranya :
62

 

1. Pemohon pembatalan adalah penumpang yang 

bersangkutan atau salah satu penumpang yang data 

                                                 
61 Wildan Chamdani, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022. 
62 https://contact-kai.zendesk.com/hc/en-us Diakses pada Tanggal 

19 September 2022 Pukul 00.25 WIB. 

https://contact-kai.zendesk.com/hc/en-us
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dirinya telah terdaftar pada tiket yang telah dipesan 

dengan menunjukkan identitas asli.  

2. Apabila pemohon pembatalan bukan pemilik Boarding 

Pass, maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai 

dari pemilik Boarding Pass kepada yang diberi kuasa 

untuk melakukan pembatalan tiket. Penerima kuasa 

juga wajib menyerahkan identitas asli dan dilampirkan 

surat kuasa serta salinan identitas asli pemilik 

Boarding Pass. 

3. Jika Boarding Pass yang dibatalkan lebih dari satu 

penumpang tetapi dengan kode Booking yang sama, 

maka identitas yang dilampirkan cukup satu 

penumpang saja. 

4. Pemohon mengisi formulir pembatalan terdiri dari 

rangkap 2 berupa data Boarding Pass dan data 

penumpang serta keterangan pengambilan biaya 

pembatalan. 

5. Formulir pembatalan tembusan yang telah divalidasi 

oleh petugas, diberikan kepada pemohon sebagai bukti 

untuk pengambilan biaya pembatalan jika diambil 

secara tunai. 

6. Penumpang yang melakukan pengambilan biaya 

secara tunai, menyerahkan tembusan formulir 

pembatalan yang telah divalidasi dan menunjukkan 

identitas asli. 

7. Jika formulir pembatalan hilang, maka wajib 

melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian 

pada saat pengambilan biaya secara tunai. 
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Dalam pembatalan tiket kereta api, prosesnya sama 

dengan pemesanan tiket yaitu pembatalan bisa dilakukan 

langsung pada loket layanan kereta api atau bisa juga 

melalui online lewat aplikasi KAI Access. Untuk 

mengetahui lebih jelas bagaimana proses pembatalan tiket 

kereta api, berikut langkah-langkah pembatalan tikete 

kereta api yang dilakukan secara langsung di stasiun 

kereta api :
63

 

1. Calon penumpang mendatangi stasiun yang bisa    

melayani pembatalan tiket. 

2. Mengisi data diri dan menandatangani formulir 

pembatalan yang telah disediakan. 

3. Membawa Identitas asli, fotocopy identitas. 

4. Mengikuti seluruh prosedur pembatalan tiket yang 

diarahkan oleh petugas KAI. 

Kemudian langkah-langkah pembatalan tiket yang 

dilakukan melalui aplikasi KAI Access yaitu :
64

 

1. Pada menu Tiket, pilih kode booking perjalanan kereta 

yang akan dibatalkan. 

2. Pada halaman tersebut, klik tombol “Pembatalan”. 

  

                                                 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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Gambar 3.10 Halaman Utama Aplikasi KAI Access 

 

3. Pilih nama penumpang yang akan melakukan 

pembatalan perjalanan kereta. 
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Gambar 3.11 Kolom Daftar Booking 

 

4. Pada halaman Akun Bank, masukkan akun bank 

dengan benar untuk pengembalian bea (refund). 

Kemudian lanjutkan proses pembatalan. 

5. Baca dan centang Syarat dan Ketentuan kemudian 

“Berikutnya” untuk proses pembatalan. 
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Gambar 3.12 Kolom Akun Bank dan Proses 

Pembatalan 

 

6. Pada halaman konfirmasi, pastikan pembatalan 

perjalanan kereta telah sesuai dengan yang Anda pilih 

pada tahap sebelumnya. Lalu klik tombol “Ya Saya 

Yakin” untuk proses selanjutnya. 

7. Selamat proses pembatalan perjalanan kereta telah 

berhasil. 
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C. Pembulatan Dana Hasil Proses Pembatalan Tiket 

Kereta Api 

Dalam kegiatan transaksi jual beli, sebelum 

terjadinya kesepakatan jual beli antara pihak penjual dan 

pembeli perlu adanya ketentuan yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Hal tersebut terkait dengan harga, 

barang atau jasa yang diperjual belikan, jenis maupun 

syarat yang wajib disanggupi oleh kedua belah pihak 

dalam hal jual beli. Dalam hal pemesanan atau jual beli 

tiket kereta api, didalamnya terdapat berbagai syarat dan 

ketentuan yang perlu diperhatikan oleh calon penumpang, 

diantaranya tentang ketentuan reservasi, termasuk 

pembayaran, mematuhi semua aturan dan pembatasan 

mengenai ketersediaan tarif serta bertanggung jawab 

untuk semua biaya yang timbul dari penggunaan fasilitas 

dari reservasi tiket.
65

 

Dalam transaksi jual beli sering terjadi 

permasalahan yang sering muncul bagi pihak pembeli 

maupun penjual. Diantaranya masalah yang muncul yaitu 

adanya batalnya jual beli secara mendadak yang 

dilakukan oleh pembeli. Apabila pembeli membatalkan 

jual beli, sebaiknya penjual menerima barang dan 

mengembalikan harga dengan ikhlas. Hal tersebut disebut 

pembatalan jual beli (iqalah), yaitu membatalkan 

transaksi dan kembalinya kedua orang yang melakukan 

                                                 
65 https://contact-kai.zendesk.com/hc/en-us Diakses pada Tanggal 

21 September 2022 Pukul 23.50 WIB 
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transaksi dengan sesuatu miliknya, boleh dengan lebih 

sedikit atau lebih banyak darinya. Pada transaksi tiket 

kereta api, tidak jarang calon penumpang membatalkan 

tiket yang telah dipesan dengan alasan yang menurutnya 

penting sampai membatalkan tiket yang telah dipesan, 

Seperti kasus pembatalan tiket kereta api yang dialami 

oleh calon penumpang atas nama Syafaah Kamilia Irsan, 

alasan Syafa sampai membatalkan tiket kereta yang telah 

dipesan, beliau mengatakan bahwa : 

“Pada awalnya saya pesan tiket dengan rute perjalanan 

dari Stasiun Semarang Poncol ke Stasiun Surabaya 

Pasar Turi dengan menggunakan kereta Airlangga, 

tapi saat pesan ternyata salah tanggal, padahal pada 

tanggal 13 September itu saya tau kalau saya belum 

bisa berangkat jadi saya batalin tiketnya lewat aplikasi 

KAI Access. Saya sudah pesan tiket dari jauh-jauh 

hari, jadi pada saat itu saya membatalkan tiket pada 

tanggal 31 Agustus 2022”.
66

 

Pada proses pembatalan tiket selain dapat diurus 

melalui aplikasi KAI Access seperti yang dilakukan oleh 

Syafa, pembatalan juga bisa dilakukan langsung di 

stasiun kereta. Seperti proses pembatalan tiket kereta api 

yang dilakukan oleh calon penumpang atas nama Susanti 

Noviana YS, beliau mengatakan alasan membatalkan 

tiket yaitu : 

                                                 
66 Syafaah Kamilia Irsan, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022 
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“Saat itu saya pesan tiket dari Stasiun Jombang ke 

Stasiun Jember dengan kereta Sri Tanjung. Setelah h-

seminggu keberangkatan kereta ternyata saya 

mendadak ada acara di tanggal keberangkatan kereta, 

jadi saya tidak jadi berangkat ke jember dan 

membatalkan tiket dengan langsung mengurus 

pembatalan ke stasiun”.
67

 

Dalam kasus pembatalan tiket kereta api yang telah 

dibooking sebelumnya dari pihak KAI memperbolehkan 

calon penumpang melakukan pembatalan tiket dengan 

persyaratan yang telah ditentukan, yaitu proses 

pembatalan transaksi tiket kereta api  bisa dilakukan 

secara online atau datang langsung ke Stasiun tertentu, 

dalam proses pembatalan dilakukan minimal 30 menit 

sebelum keberangkatan kereta api atau dilakukan 

selambat-lambatnya 3 jam sebelum keberangkatan jika 

pembatalan diproses melalui aplikasi KAI Access dan 

sesuai jadwal yang tercatat dalam tiket. Dalam hal ini, 

sesuai SOP jika melakukan pembatalan maka uang yang 

akan dikembalikan terdapat potongan sebesar 25% untuk 

bea pembatalan. Pengembalian uang atas pembatalan 

tiket dapat diambil 30 hari setelah pembatalan tiket di 

stasiun yang telah ditunjuk atau bisa juga melalui transfer 

bank.
68

 Tetapi yang belum diketahui banyak orang, dalam 

proses pembatalan tiket kereta api dalam pengembalian 

                                                 
67 Susanti Noviana YS, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 September 2022 
68 https://contact-kai.zendesk.com/hc/en-us Diakses pada Tanggal 

22 September 2022 Pukul 0.25 WIB 

https://contact-kai.zendesk.com/hc/en-us
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uang atas pembatalan tiket ternyata didalamnya terdapat 

pembulatan pada hasil setelah dikurangi 25%.  

Pembulatan pembayaran adalah proses 

membulatkan nominal pada suatu harga jual suatu barang 

atau jasa pada transaksi jual beli. Dalam kasus 

pembatalan tiket kereta api, tidak semuanya terdapat 

pembulatan dalam dana pembatalan tiket kereta, jika 

jumlah yang tertera dalam nominal sudah sesuai maka 

tidak dibulatkan. Dalam hal ini jika terjadi pembulatan 

ketika jika melakukan pembatalan tiket kereta api maka 

uang yang akan dikembalikan terdapat potongan sebesar 

25% untuk bea pembatalan, dan yang dialami sebagian 

konsumen jika dana yang diperoleh ketika setelah 

dipotong 25% ternyata hasilnya terdapat pecahan yang 

tidak bulat maka dari pihak KAI langsung membulatkan 

pecahan tersebut. Dalam hal nominal pembulatan pada 

pembatalan berbeda-beda disesuaikan dengan hasil yang 

muncul ketika sudah dikurangi 25%. Seperti contoh hasil 

setelah dikurangi 25% hasilnya 13.000, tetapi hasil yang 

didapat konsumen hanya sejumlah Rp.12.250. Maka hal 

tersebut terdapat pembulatan didalam proses pembatalan 

tiket. Seperti yang dialami salah satu calon penumpang 

yang mengalami pembulatan atas pembatalan tiket atas 

nama Syafaah Kamilia Irsan, beliau mengatakan bahwa : 

“Pada saat proses pembatalan saya sempet ngitung di 

kalkulator berapa jumlah yang kepotong dari 

pembatalan itu, kalau di kalkulator si dari tiket saya 

Rp.49.000 dikurangi 25% harusnya hasilnya 
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Rp.12.250 potongannya, tapi ketika diproses 

potongannya Rp.13.000. Saya mikirnya ya dibulatin 

otomatis dari sananya”
69

 

Gambar 3.13 Bukti Pembatalan Tiket atas nama 

Syafaah Kamilia Irsan 

 

Pada kasus pembatalan tiket yang didalamnya 

terdapat pembulatan dari hasil setelah dikurang 25% 

                                                 
69 Syafaah Kamilia Irsan, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022 
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memang nominalnya sedikit, seperti 100 rupiah, 250 

rupiah, 500 rupiah. Dimana jika dilihat dari nominalnya 

mungkin sebagian orang berfikir hal tersebut adalah 

jumlah yang sangat sedikit dan mending diikhlaskan saja. 

Tetapi jika dilihat betapa seringnya pihak KAI melakukan 

pembulatan pada proses pembatalan tiket, maka jika hasil 

pembulatan tersebut dikalikan dengan banyaknya orang 

yang melakukan pembatalan maka hasilnya akan menjadi 

nominal yang besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Wildan Chamdani selaku calon penumpang yang 

mengalami pembulatan pada proses pembatalan tiket, 

beliau mengatakan bahwa :  

“Saat itu saya melakukan proses pembatalan tiket 

dengan langsung datang ke stasiun Poncol dengan 

mengikuti arahan yang telah diarahkan petugas, 

setelah selesai proses pembatalan saya dikasih bukti 

transaksi pembatalan bentuknya seperti nota, 

didalamnya juga terdapat nominal yang dipotong dari 

hasil pembatalan tiket. Pada saat itu saya perjalanan 

rute Stasiun Semarang Poncol ke Stasiun Tegal 

dengan harga tiket Rp.75.000, kemudian setelah 

dipotong 25% karena proses pembatalan menjadi 

Rp.56.000 dengan potongan sebesar Rp. 19.000. Tapi 

pada saat itu saya iseng ngitung berapa jika 75.000 

dikurangi 25%, dan ternyata hasilnya adalah 56.250 

tetapi yang tertera di nota hanya 56.000. jadi saya 

coba tanya ke CS dan saat itu cs nya menjawab 

nominal 250 itu ternyata dibulatkan biar gampang. 

Padahal jika 250 dikalikan dengan banyak orang yang 
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melakukan pembatalan jumlah nominalnya jadi 

banyak”
70

 

Gambar 3.14 Bukti Pembatalan Tiket atas nama 

Wildan Chamdani 

 

Dalam pendapat yang dikatakan Wildan Chamdani 

diatas juga dapat diperkuat oleh Susanti Noviana YS yg 

                                                 
70 Wildan Chamdani, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022. 
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merupakan konsumen yang mengurus pembatalan tiket 

kereta, beliau juga mengatakan bahwa : 

“Saat itu saya mengurus pembatalan langsung ke 

stasiun terus disitu diarahkan untuk proses 

pembatalan, setelah selesai saya diberi seperti nota 

bukti pembatalan yang harus disimpen sampai uang 

hasil pembatalan kembali. Pada waktu itu saya pesan 

tiket dengan harga Rp.88.000 kemudian setelah 

dibatalkan dikurangi 25% untuk biaya pembatalan dan 

uang yang kembali yaitu Rp. 66.000. Jadi setelah 

dikurangi 25% tidak ada pembulatan mungkin karena 

hasilnya setelah dikurangi sudah bulat jadinya tidak 

ada pembulatan”
71

 

Gambar 3.15 Bukti Pembatalan Tiket atas nama 

Susanti Noviana YS 

 

 

 

                                                 
71 Susanti Noviana YS, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 September 2022 
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Tabel 3.1 Konsumen yang Mengalami Kasus 

Pembulatan pada Uang Hasil Proses Pembatalan 

Tiket Kereta Api 

No. Nama Kronologi Biaya 

Pembatalan 

Pembulatan 

1.  Syafa Pembatalan 

rute 

perjalanan 

Stasiun 

Semarang 

Poncol-

Stasiun 

Surabaya 

Pasar Turi 

 

Rp. 13.000 

 

Rp. 250 

2. Wildan Pembatalan 

rute 

perjalanan 

Stasiun 

Semarang 

Poncol-

Stasiun 

Tegal 

 

Rp. 19.000 

 

Rp. 250 

3. Susanti Pembatalan 

rute 

perjalanan 

Stasiun 

Jombang-

 

Rp. 22.000 

 

Tidak terjadi 

pembulatan 
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Stasiun 

Jember 

 

Tabel diatas adalah daftar penumpang yang 

mengalami pembulatan dari proses pembatalan tiket. Ada 

beberapa penumpang yang merasa rugi jika pembulatan 

dilakukan dengan sering oleh KAI, tetapi ada juga 

penumpang yang mengikhlaskan hal tersebut karena 

dinilai nominalnya yang sedikit. Disisi lain pendapat dari 

pihak KAI selaku pelaku yang melakukan pembulatan 

juga diperlukan. Hal tersebut dipaparkan oleh salah satu 

customer service di Stasiun Semarang Poncol : 

“Jika calon penumpang mengurus pembatalan sesuai 

prosedur maka akan mendapat pengembalian dana 

dengan dipotong 25% dari harga tiket. Dalam 

pembatalan tiket ada yang namanya batal petugas dan 

batal pembeli. Layanan Batal Petugas merupakan 

salah satu jenis layanan dari PT Kereta Api bagi calon 

penumpang yang mengalami masalah pada tiket yang 

diterima seperti tiket yang salah cetak formulir yang 

berbeda dengan formulir yang diisi ketika melakukan 

pembelian tiket, ketika calon penumpang mengalami 

hal tersebut maka dapat memproses pembatalan 

dengan cara batal petugas. Jika calon peumpang yang 

mengalami kejadian seperti ini maka pengembalian 

dana yang didapat 100% dari harga tiket dan petugas 

yang melakukan kesalahan tersebut akan mengenai 

teguran dari pihak KAI. Sedangkan batal pembeli 

yaitu pembatalan tiket yang dilakukan sendiri oleh 

calon penumpang dengan alasan pribadi dari 

penumpang, kemudian mengurus pembatalan tiket 
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sendiri. Dalam hal batal pembeli pengembalian dana 

yang diperoleh penumpang setelah melakukan proses 

pembatalan konsumen akan mendapat 75% dari harga 

tiket yang telah dipesan”.
72

 
Kemudian disisi lain, pendapat salah satu CS di 

Stasiun Semarang Poncol ketika ditanya mengenai 

adanya pembulatan pada proses pembatalan tiket, beliau 

menjawab : 

“Jika dalam hal pengembalian dana pembatalan tiket 

itu diaturnya langsung dari sistem, jadi mengenai 

jumlah dana yang nantinya diperoleh oleh konsumen 

dari kami tidak ada wewenang untuk mengatur berapa 

jumlah dana yang diperoleh konsumen setelah proses 

pembatalan. Jika nantinya jumlah dana yang diperoleh 

nyatanya terjadi pembulatan dalam jumlahnya, maka 

hal tersebut berarti sudah dibulatkan dari sistemnya 

sendiri agar lebih mudah dalam pengembalian dana 

jika sudah dalam nomilah bulat”
73

 

Mengenai pembulatan pembayaran yang dilakukan 

oleh pihak KAI diatas, dari customer service sendiri 

selaku pelaku pembulatan banyak yang tidak mengetahui 

akan adanya pembulatan, karena dalam proses 

pembatalan tiket yang mengatur semua langsung dari 

sistem jadi para CS hanya mengurus prosedur dari proses 

pembatalan tiket itu sendiri.  

  

                                                 
72 Andre Setiawan, Customer Service Stasiun Semarang Poncol, 

Hasil Wawancara, 21 Juni 2022 
73 Fenti Artika, Customer Service Stasiun Semarang Poncol, Hasil 

Wawancara, 7 September 2022 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADUAM 

KONSUMEN TENTANG PRAKTIK PEMBATALAN 

TIKET JASA KERETA API DI STASIUN 

SEMARANG PONCOL 

A. Analisis Praktik Pembatalan Tiket Jasa Transportasi 

Kereta Api di Stasiun Semarang Poncol 

Sejak sebelum Islam lahir, bangsa Arab sudah 

dikenal sebagai negara yang memiliki kemajuan dalam 

bidang ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pada masa 

Rasulullah Saw. Rasulullah adalah seorang pedangang 

yang profesional dengan selalu menjunjung tinggi nilai 

kejujuran. Ketika di Madinah, beliau mengawasi jalannya 

mekanisme pasar agar berjalan secara jujur dengan tidak 

membuat kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga 

jual di Madinah pada saat itu naik dengan tiba-tiba. Oleh 

sebab itu masyarakat di Arab melihat perilaku ekonomo 

Rasulullah dijadikan sebagai contoh tauladan dari semua 

aspek kehidupan. Perilaku ekonomi beliau dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur sampai era modern saat ini 

maupun masa yang akan datang.
74

  

Sistem perdagangan yang diajarkan Rasulullah 

hingga saat ini diterapkan adalah adanya akad, dimana 

aktivitas perdagangan tidak mengandung hal-hal yang 

dilarang dalam Islam yaitu kejelasan barang yang 

                                                 
74 Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi 

Islam, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 17 
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diperdagangkan, halal zatnya, tidak mengandung riba, 

gharar dan lainnya. Bahkan sampai saat ini kegiatan jual 

beli semakin meningkat minat mayoritas orang 

memngingat jual beli saat ini tidak hanya dilakukan di 

pasar secara langsung saja, tetapi sekarang ini masyarakat 

melakukan jual beli secara online melalui aplikasi-

aplikasi yang sudah banyak beredar. Walaupun sekarang 

jual beli banyak dilakukan secara online, tetapi sistem 

penukaran uang yang dikenalkan oleh Rasulullah dengan 

sistem penukaran barter dengan uang, penerapan sistem 

barter ini tetap dilakukan dari zaman dulu sampai era 

modern ini. Walaupun pada zaman sekarang sudah 

dikenal dengan sistem pembayaran online dengan 

menggunakan dompet digital atau atm.
75

 

Pada saat ini, semakin padatnya aktivitas yang 

dilakukan manusia menuntut untuk lebih pandai dalam 

mengatasi hal tersebut. Khususnya dalam hal tarnsportasi, 

sampai saat ini transportasi yang banyak memudahkan 

bagi pegawai, pengusaha, mahasiswa dan masyarakat 

umum untuk beraktivitas yang mengharuskan pergi antar 

kota adalah Kereta Api. Pada praktik jual beli yang terjadi 

di kereta api yaitu adanya jual beli tiket kereta api yang 

dilakukan oleh calon penumpang. Pada dasarnya, 

kegiatan jual beli tiket kereta tidak jauh berbeda dengan 

jual beli pada umumnya. Dimana tujuan dari seorang 

penjual melakukan transaksi jual beli biasanya 

                                                 
75 Ibid 
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kebanyakan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak 

menginginkan adanya kerugian. Dalam transaksi jual beli, 

prinsipnya adalah kegiatan tukar menukar antara sesuatu 

dengan sesuatu yang lainnya atau bisa juga tukar menukar 

antara barang dengan barang. Didalamnya terdapat 

kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak 

terjadi perselisihan dikemudian hari.
76

 Praktik jual beli 

yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang adalah 

berupa barang yang diperdagangkan. Tetapi dalam 

pembahasan ini, peneliti akan membahas mengenai 

analisis praktik Pembatalan Tiket Jasa Transportasi 

Kereta Api di Stasiun Semarang Poncol. Dimana dalam 

praktiknya, yang dijual belikan bukan sekedar barang 

berupa tiket kereta, tetapi juga jasa untuk menaiki 

transportasi kereta api. 

Dalam melakukan pemesanan tiket kereta api, 

sebaiknya konsumen memahami dengan benar segala 

jenis ketentuan mengenai pemesanan tiket dengan benar. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 

perselisihan antara pemesan dengan Pusat Pelayanan 

Pemesanan Tiket Kereta Api. Hal tersebut dikarenakan 

dalam pemesanan tiket kereta api dilakukan langsung 

dengan sistem komputer, sehingga jika tiket sudah 

dipesan ketika ada kesalahan mengenai data diri atau 

yang lainnya maka tidak bisa diperbaiki. Adapun syarat 

                                                 
76 Ahmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga 

Kontemporer (Teori dan Praktek), (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29 
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atau ketentuan yang wajib diperhatikan oleh calon 

penumpang sebagai berikut
77

 : 

1. Setiap penumpang wajib memiliki tiket.  

2. Tiket hanya berlaku untuk pengangkutan dari stasiun 

keberangkatan ke stasiun kedatangan sebagaimana 

tercantum dalam tiket, kecuali ditetapkan lain oleh 

perusahaan. 

3. Satu tiket hanya berlaku untuk satu nama 

penumpang, nama dan nomor Kereta Api, tanggal 

dan jam keberangkatan, kelas dan relasi perjalanan 

sebagaimana tercantum dalam Tiket. 

4. Pada kereta api komersial, satu orang diperbolehkan 

membeli lebih dari satu tiket atas nama dirinya, 

dalam hal penumpang memiliki hak atas tarif reduksi 

maka tiket kedua dan seterusnya dikenakan tarif non 

reduksi (tarif reguler). 

5. Pada kereta api non komersial, satu orang 

penumpang hanya diperbolehkan membeli satu tiket 

atas nama dirinya. 

6. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dapat dilakukan pada kondisi 

tertentu dengan penetapan dilakukan oleh pejabat 

serendah-rendahnya Senior Manager/Manager 

Pemasaran Daop/Divre. 

                                                 
77 Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Nomor :  KEP.U/Ll.003/XI/1/KA-2015 Tentang Syarat Dan Tarif 

Angkutan Kereta Api Penumpang, (STP) Bagian 1 Edisi Tahun 2013. 
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Setelah calon penumpang memahami tentang 

adanya syarat dan ketentuan bagi penumpang sebelum 

menaiki kereta api. Maka setelah itu calon penumpang 

bias dengan mudah melanjutkan proses pemesanan tiket 

kereta api. Dalam pemesanan tiket kereta api terdapat du 

acara dalam pemesanan, yaitu pemesanan tiket bisa 

dilakukan langsung di stasiun kereta api atau bisa juga 

dipesan melalui aplikasi dengan memesan dari jarak jauh. 

Berikut cara pemesanan tiket kereta api dengan cara 

datang langsung ke stasiun dan melalui aplikasi KAI 

Acess : 

1. Pertama, calon penumpang datang ke stasiun 

terdekat yang bisa melayani penjualan tiket. 

2. Kemudian cari dan temukan loket stasiun, lalu pilih 

loket yang melayani pemesanan tiket kereta lokal 

maupun antarkota. 

3. Sebutkan stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, 

tanggal keberangkatan serta jumlah penumpang 

kepada petugas yang melayani.  

4. Setelah disebutkan daftar harga serta kelas kereta api 

yang telah dipilih, kemudian memilih waktu 

keberangkatan yang diinginkan serta tidak lupa 

menyerahkan data diri untuk kelengkapan 

penumpang. 

5. Kemudian setelah selesai melakukan pemesanan, 

lakukan pembayaran sesuai dengan tiket kereta api 

yang telah dipesan sebelumnya. 
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6. Setelah selesai proses pembayaran, nantinya akan 

diberikan kode booking yang dapat dicetak pada hari 

keberangkatan kereta. 

Kemudian cara pemesanan tiket kereta api juga 

bisa dilakukan secara online melalui aplikasi KAI Access, 

dimana calon penumpang bisa dengan mudah mengakses 

pemesanan tiket kereta api dari jarak jauh tanpa harus 

datang ke stasiun kereta. Berikut alur pemesanan tiket 

kereta api melalui apikasi KAI Access: 
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Tabel 4.1 Alur Pemesanan Tiket Kereta Api Melalui 

Aplikasi KAI Access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login pada 

Aplikasi KAI 

Memilih stasiun 

asal dan tujuan, 

tanggal serta 

jumlah 

penumpang 

Memilih kereta 

dan jam 

keberangkatan 

serta pilihan kelas 

Mulai 

Mengisi data diri 

penumpang 

Memilih kursi 

yang tersedia 

Pilih 

bayar 

Selesai 

Tambahkan 

ke 

Keranjang 

Memilih metode 

pembayaran 

Melakukan 

pembayaran 

sesuai metode 

pembayaran 

yang dipilih 

Calon 

penumpang 

mendapat 

Kode Booking 
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Dalam dunia perkeretaapian di Indonesia 

khususnya di Stasiun Semarang Poncol, diprediksi tidak 

akan mengalami penurunan jumlah penumpang. Dalam 

hari biasa maupun hari libur nasional, bahkan jika setiap 

libur panjang atau menjelang hari raya Idul Fitri maupun 

Natal dan Tahun Baru pemesanan tiket kereta api 

mengalami kenaikan secara pesat sehingga gerbong 

kereta api akan dipadati penumpang. Dengan kejadian 

seperti itu, maka banyak calon penumpang yang memilih 

memesan tiket kereta api beberapa hari sebelum waktu 

keberangkatan yang diinginkan. Hal tersebut dilakukan 

agar calon penumpang menghindari antrian di loket tiket. 

Dalam hal ini pihak Stasiun Semarang Poncol 

memperbolehkan pemesanan tiket kereta api jauh-jauh 

hari baik pemesanan melalui loket tiket di stasiun atau 

melalui aplikasi. 

Kebanyakan orang yang melakukan pemesanan 

tiket kereta api pada Pusat Pelayanan Pemesanan Tiket 

Stasiun Semarang Poncol telah memiliki rencana 

keberangkatan dengan yakin mengenai tanggal yang 

dipesan. Pada kenyataannya, tidak sedikit pembeli yang 

telah memesan tiket kereta api terpaksa menunda atau 

membatalkan perjalanannya dengan alasan yang beragam. 

Sejauh ini pembatalan tiket yang terjadi di Stasiun 

Semarang Poncol memang terhitung sedikit, jika di rata-

rata dari perbandingan pemesanan dengan pembatalan 

tiket yaitu sekitar 0,10%. Alasan yang dikatakan oleh 

penumpang yaitu tentang alasan pribadi penumpang 
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sendiri sehingga penumpang tersebut tidak bisa 

melanjutkan perjalanan sesuai dengan tiket yang telah 

dipesan.
78

 

Penelitian  mengenai praktik pembatalan tiket 

kereta api yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi 

dan wawancara dilakukan di PT KAI Daop 4 Semarang. 

Sejauh ini di Stasiun Semarang Poncol terdapat beberapa 

pembatalan tiket kereta api yang dilakukan oleh calon 

penumpang dengan berbagai alasan, diantaranya 

pembatalan yang dilakukan oleh salah satu calon 

penumpang atas nama Wildan Chamdani. Beliau 

melakukan pembatalan tiket kereta api dengan rute 

perjalanan Stasiun Semarang Poncol – Stasiun Tegal 

dengan alasan: 

“Alasan saya membatalkan tiket pada saat itu karena 

waktu itu saya habis tes wawancara kerja di 

Semarang, lalu niatnya saya mau pesan tiket pulang 

ke Tegal untuk tanggal 7 September karena pada saat 

itu saya tes tanggal 7 September pagi dan sorenya 

mau langsung pulang. Tetapi pada saat pesan tiket 

saya tidak sadar salah pencet tanggal keberangkatan 

yang harusnya tanggal 7 tapi saya pesan tanggal 8 

September. Karena saat itu saya panik dan tidak tau 

kalau ternyata bisa dirubah jadwalnya, maka saat itu 

saya langsung batalkan tiket saya dengan satang 

                                                 
78 Hanisatul, Supervisor Penjualan Angkatan Penumpang PT KAI 

Daop IV Semarang, Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 

2022. 
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langsung ke stasiun dan pesan ulang untuk 

keberangkatan kereta hari ini”.
79

 

 

Dalam penelitian yang dilakukan melalui 

wawancara, peneliti menemukan beberapa keresahan 

yang dirasakan oleh beberapa calon penumpang 

mengenai proses pembatalan tiket di Stasiun Semarang 

Poncol. Karena setelah ditelusuri lebih lanjut dalam 

proses pembatalan tiket kereta api terdapat pembulatan 

dari dana hasil pembatalan tiket, dimana jika hasil 

pembatalan tiket terdapat nominal yang tidak bulat dari 

pihak KAI membulatkan jumlahnya agar memudahkan 

proses pengembalian dana. Hal tersebut seperti yang 

dialami oleh calon penumpang atas nama Syafaah 

Kamilia Irsan. Pada saat itu Syafa melakukan pembatalan 

tiket kereta api dengan rute Stasiun Semarang Poncol ke 

Stasiun Surabaya Pasar Turi dengan dana hasil 

pembatalan sejumlah Rp.13.000. tetapi Syafa mencoba 

menghitung sendiri jika harga tiket Rp.49.000 jika 

dikurangi 25% sesuai dengan ketentuan potongan dari 

pembatalan tiket maka jumlahnya Rp.12.250. Oleh sebab 

itu didalam proses pembatalan tiket terdapat 

pembulatan.
80

 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti melalui 

observasi langsung di Stasiun Semarang Poncol, dimana 

                                                 
79 Wildan Chamdani, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022. 
80 Syafaah Kamilia Irsan, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022 
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peneliti melakukan praktik pembatalan tiket kereta api 

dengan rute perjalanan Stasiun Semarang Poncol ke 

Stasiun Pemalang dengan tarif tiket sebesar Rp.70.000. 

Kemudian setelah dilakukan proses pembatalan dipotong 

25% dari harga tiket, harusnya dana yang didapat 

sejumlah Rp.52.500. Tetapi pengembalian dana dari 

proses pembatalan tersebut hanya sejumlah Rp.52.000.
81

 

 

Gambar 4.1 Bukti Pembatalan Tiket atas Nama Alfi Nur 

Fadila 

 

                                                 
81 Alfi Nur Fadila,, Observasi Langsung, dilakukan pada tanggal 

21 Juni 2022 
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Banyaknya kasus pembulatan dalam dana hasil 

pembatalan tiket kereta api menyebabkan banyaknya 

calon penumpang yang merasa dirugikan, karena selain 

adanya pembulatan juga dalam proses penerimaan uang 

hasil pembatalan para calon penumpang harus menunggu 

selama 30 hari dari proses pembatalan tiket kereta api 

dilakukan. Setelah konfirmasi langsung kepada pihak 

KAI di Stasiun Semarang Poncol, alasan dari pihak KAI 

melakukan pembulatan pada uang hasil pembatalan tiket 

itu karena jika hasil setelah dikurangi 25% ternyata 

hasilnya belum bulat maka dibulatkan. Hal tersebut untuk 

memudahkan proses transaksi pengiriman dana 

pembatalan, karena dalam transaksi pembatalan 

dilakukan transfer langsung dari bank. Sebagaimana 

pendapat yang dikatakan dari salah satu pegawai PT KAI 

Daop IV Semarang bahwa : 

“Pada dasarnya jika dilihat dari Undang-Undang 

Konsumen kan bea pembatalan yang konsumen terima 

harus sesuai dengan nominalnya. Tetapi kalau di KAI 

sendiri itu terdapat peraturan dari kai yaitu 

”pembatalan tiket atas permintaan penumpang akan 

dikenakan bea pembatalan sebesar 25% dari harga 

tiket diluar bea pesan dengan pembulatan keatas pada 

kelipatan Rp.1.000”. Hal tersebut dilakukan KAI 

hanya untuk memudahkan transaksi saja, misalnya 

hasil pengembalian dana Rp.17.350 kita bulatkan 

keatas menjadi Rp.18.000. Hal tersebut bukan untuk 
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keuntungan KAI sendiri, tetapi hanya untuk 

memudahkan proses transaksi dana pembatalan saja”
82

 

 

Kemudian terkait lamanya proses pengembalian 

dana hasil pembatalan tiket dimana dalam KAI proses 

pembatalan tiket terdapat beberapa ketentuan.  

Pengembalian bea pembatalan melalui transfer 

bank berlaku ketentuan sebagai berikut :
83

 

a. Bea tiket yang dibatalkan dapar ditransfer ke 

rekening penumpang melalui bank yang ditetapkan 

Perusahaan dengan bea transfer ditanggung oleh 

Perusahaan. 

b. Bea tiket yang dibatalkan ditransfer setelah hari 

kalender ke-30 (tiga puluh) sejak permohonan 

pembatalan. 

Walaupun terdapat peraturan di KAI terkait jangka 

waktu pengembalian dana, beberapa konsumen 

mengeluhkan mengenai lamanya waktu pengembalian 

dana pembatalan. Dimana konsumen harus menunggu 

selama 30 hari dari proses pembatalan tiket, jadi jika 

konsumen membutuhkan uang tersebut saat itu juga 

menjadi sulit karena harus menunggu 30 hari dahulu 

                                                 
82 Febrita, Assistant Manager Pemasaran Penjualan PT KAI Daop 

IV Semarang, Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022. 
83 Pasal 47 Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Nomor :  KEP.U/Ll.003/XI/1/KA-2015 Tentang Syarat Dan Tarif 

Angkutan Kereta Api Penumpang (STP) Bagian 1 Edisi Tahun 2013. 
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untuk mendapatkan uang pengembalian.
84

 Terkait hal 

tersebut dari pihak KAI mengatakan alasan mengapa 

dalam pembatalan tiket bias sampai 30 hari, dari pihak 

KAI mengatakan bahwa : 

“Dalam pembatalan tiket itu terdapat beberapa proses, 

pertama verifikasi data terkait penumpang di KAI itu 

harus sesuai dengan nama pengajuan pembatalan, 

nama tiket harus sama, kontak hp harus sama, setelah 

oke kemudian setiap bulan ada rekapan yang 

kemudian diajukan ke bank untuk proses selanjutnya. 

Mengapa rekapannya perbulan, karena dari tanggal 1 

sampai 30 itu ada namanya pengkolektifan data, 

dimana pengkolektifan data se jawa-sumatera 

dijadikan satu untuk diserahkan ke bank. Terkait 

datanya sama atau tidak dari bank meminta waktu 30 

hari untuk pengecekan, karena nantinya terdapat 

laporan verifikasi keaslian rekening, jadi nama 

pembatal dengan nomor rekening harus sama persis. 

Jika terdapat kesalahan verifikasi data pembatal 

walaupun salah satu huruf saja maka dari bank 

otomatis membatalkan proses transaksi, lalu dari KAI 

menginformasikan kepada pembatal melalui notifikasi 

sms agar diminta datang langsung ke CS dan 

mengurus pembatalan.”
85

 

Dalam kasus praktik pembatalan tiket jasa 

transportasi kereta api di Stasiun Semarang Poncol 

didalamnya terdapat pembulatan pada uang hasil 

pembatalan tiket kereta api diluar dari bea pembatalan 

tiket. Terdapat perbedaan jumlah nominal uang yang 

                                                 
84 Syafaah Kamilia Irsan, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022 
85 Febrita, Assistant Manager Pemasaran Penjualan PT KAI Daop 

IV Semarang, Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022. 
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diberikan kepada penumpang dari jumlah yang telah 

ditentukan sesuai dengan potongan 25%. Seperti contoh, 

apabila penumpang membatalakan tiket dengan harga 

tiket Rp.70.000 maka setelah terdapat potongan 25% 

harusnya uang yang didapat penumpang sejumlah 

Rp.52.500. Tetapi pengembalian dana dari proses 

pembatalan tersebut hanya sejumlah Rp.52.000. Oleh 

sebab itu dalam proses pembatalan tiket didalamnya 

terdapat pembulatan. 

Dalam Islam, suatu pembatalan biasa disebut 

fasakh. Fasakh sendiri adalah terlepasnya suatu ikatan 

akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya, seakan-

akan akad tidak pernah terjadi. Adakalanya fasakh wajib 

seperti fasakh pada akad yang fasid, yaitu menghormati 

ketentuan Syariah, melindungi kepentingan umum dan 

khusus, menghilangkan bahaya dan kerugian, 

menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap 

syarat yang ditentukan syari‟at. Adakalanya fasakh boleh, 

yaotu dilakukan atas dasar keinginan para pihak yang 

berakad dan fasakh yang didasarkan atas kerelaan dan 

kesepakatan. Contoh dari fasakh adalah fasakh karena 

iqalah yaitu  fasakh sebab dianggap sebagai adanya 

komitmen pelaksanaan pihak lain dalam akad, fasakh 

karena khiyar yaitu fasakh karena alasan-alasan yang 

datang kemudian, fasakh kemustahilan pelaksanaan yaitu 

fasakh karena bangkrut, fasakh karena adanya putusan 

dari pengadilan dan fasakh karena keberhakan terhadap 

barang akad. Apabila suatu barang yang menjadi suatu 
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objek jual beli dan terjadi pembatalan jual beli maka salah 

satunya akan dirugikan. Apabila pembeli membatalkan 

jual beli, sebaiknya penjual menerima barang dan 

mengembalikan harga dengan ikhlas. Hal tersebut disebut 

pembatalan jual beli (iqalah), yaitu membatalkan 

transaksi dan kembalinya kedua orang yang melakukan 

transaksi dengan sesuatu miliknya, boleh dengan lebih 

sedikit atau lebih banyak darinya.
86

 

Fasakh pada suatu akad dapat dilakukan sepanjang 

memenuhi syarat-syarat, yaitu :
87

 

1. Akad yang difaskh mesti bersifat mengikat para 

pihak yang melakukan akad pertukaran (al-

mu‟awadhat). 

2. Pihak yang berakad melanggar atau tidak memenuhi 

syarat yang ditetapkan dalam akad. 

3. Dalam akad tidak terpenuhi unsur kerelaan seperti 

adanya unsur cacat („aib), kekeliruan (ghalat), 

pemaksaan (ikrar), penipuan (tadlis). 

Dalam konsep jual beli (bai‟) dalam Islam, dalam 

jual beli harus terdapat prinsip saling rela atau „an 

taradin. Dimana jika dalam praktik pemesanan tiket 

kereta api nantinya terdapat kesalahan atau masalah yang 

berdampak dengan keberangkatan penumpang atau terjadi 

kepentingan mendesak dari penumpang itu sendiri 

                                                 
86 Abdul Hayyie al-Qatani, Fiqh Islam Wa Abdillatuhu, (Jakarta : 

Darul Insan, 2007), 350. 
87 Dr. Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh 

Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2019), 52. 
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sehingga diharuskan melakukan proses pembatalan tiket, 

maka dalam hal tersebut penumpang diharuskan 

mengikuti segala peraturan yang telah diterbitkan oleh 

KAI serta dalam proses pembatalan hendaknya dilakukan 

dengan jalan yang benar tanpa adanya pihak yang merasa 

dirugikan atau merasa tertekan. Sebagaimana dalam Allah 

SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 : 

وَمُْ لاِلَْاَالِِ لِّا ذِ لَّْ لكَمُاَْ ل يَ لَيُّهَاَالّذَِيِيَُّْ لَّنَوهُاّْلاَ لأَْْلُوُاْ ّلّنَْاَََّمُْ ليهَنهْ
َللَاَ ليِمُْ لرَحِنْمًا لّللَّّ ۗ  ِّ ذِ ۗ  وَاَ لكهَقْتهُوُاْ ّلّنَهْفُسَمُ لْ وْمُ لْ  تَِِارةًَلعَْ لكهَرَّضٍلنِّ

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 4 : 29) 

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat 

larangan mengenai mengambil harta orang lain dengan 

jalan yang tidak baik seperti riba dan gasab (merampas). 

Jika berdasarkan kerelaan hari masing-masing, maka 

diperbolehkan melakukan perniagaan. Dijelaskan juga 

dalam ayat diatas mengenai kegiatan jual beli merupakan 

salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup yang 

sangat dianjurkan, tentunya dengan cara yang dibenarkan 

menurut syariat agama Islam.
88

 

Pada praktiknya, dalam pembatalan tiket kereta api 

beberapa konsumen dan pegawai KAI di Stasiun 

                                                 
88 https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29 (Diakses pada 

tanggal 10 Oktober 2022, pukul 23.00 WIB). 

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29
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Semarang Poncol berpendapat bahwa mereka merelakan 

mengenai adanya pembulatan dalam proses pembatalan 

tiket kereta api. Menurut salah satu konsumen yang 

mengalami pembulatan dalam pembatalan tiket kereta api 

hal tersebut adalah hal yang wajar dalam suatu kegiatan 

transaksi jual beli, hal tersebut dilakukan hanya untuk 

memudahkan proses transaksi dalam pengembalian dana 

pembatalan. Tetapi setidaknya jika pembulatan yang 

dilakukan dengan nominal yang sedikit tidak 

dipermasalahkan bagi sebagian konsumen, tetapi jika 

pembulatan dengan nominal yang banyak mungkin hal 

tersebut bisa dipermasalahkan dan dari pihak kai 

hendaknya memberitahu terlebih dahulu kepada 

konsumen jika dalam proses pembatalan terdapat 

pembulatan
89

 Serta dalam proses pembatalan tiket 

sebelum konsumen menyetujui langkah-langkah 

pembatalan tiket, sebelumnya konsumen membaca dan 

menyetujui mengenai syarat dan ketentuan dalam proses 

pembatalan tiket kereta api dengan menandatangani struk 

pembatalan tiket kereta. Jika nantinya terdapat 

pembulatan berarti konsumen otomatis sudah menyetujui 

mengenai hal tersebut. 

Setelah kegiatan analisis yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa dalam proses pembatalan tiket kereta api 

bisa dilakukan melalui du acara yaitu dengan datang 

langsung ke stasiun maupun dilakukan melalui aplikasi 

                                                 
89 Wildan Chamdani, Penumpang Aktif Kereta Api, Hasil 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2022. 
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KAI Access, serta nantinya uang hasil pembatalan akan 

didapat melalui transfer bank yang telah ditentukan dari 

pihak KAI. Cara pembatalan yang diterapkan dalam KAI 

baik secara offline maupun online sudah banyak 

diterapkan dalam transaksi jual beli, dimana jual beli 

offline maupun online tidak bertentangan dengan hukum 

Islam yang berlaku. Akan tetapi dalam proses pembatalan 

tiket kereta api didalamnya terdapat pembulatan dimana 

dalam pembulatan tersebut dari pihak KAI tidak 

menyampaikan langsung kepada konsumen bahwa dalam 

pembatalan tiket terdapat pembulatan didalamnya jika 

hasil pembatalan setelah dikurangi 25% hasilnya tidak 

bulat. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

pihak KAI, bahwa pada praktik jual beli tiket kereta api 

termasuk kedalam akad ijarah yaitu didalamnya terdapat 

suatu kegiatan menukarkan sesuatu dengan penggantian 

atau imbalan. Akad Ijarah memilik makna bay‟ al-

manfaah, yaitu jual beli antara mal dengan manfaah. 

Dalam implementasinya, Ijarah dapat dibagi menjadi dua 

bagian besar, yaitu ijarah bi al -quwwah dan ijarah bi al-

manfaah. Akad Ijarah bisa dikatakan sebagai ijarah bi al 

-quwwah ketika yang disewakan berupa jasa atau tenaga 

manusia, sedangkan Ijarah bisa dikatakan ijarah bi al-

manfaah  jika yang disewakan adalah berupa barang. 

Tetapi keduanya memiliki prinsip yang sama yaitu 
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menyewa atau menyewakan sesuatu.
90

 Dalam praktik jual 

beli tiket kereta api di Stasiun Semarang Poncol, akad 

ijarah yang termasuk didalamnya adalah ijarah bi al -

quwwah, hal ini sesuai dengan pengertiannya yaitu sewa 

menyewa berupa jasa atau tenaga manusia.  

Dalam akad Ijarah terdapat rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi bagi kedua belah pihak dalam melakukan 

sewa menyewa. Rukun Ijarah yang bersifat umum 

yaitu :
91

 

1. mu‟jir (pemberi sewa), yaitu pihak yang menyewakan 

barang 

2.  musta‟jir/ajir (penerima sewa), yaitu pihak yang 

menyewakan barang  

3. manfa‟ah (manfaat barang atau jasa seseorang), yaitu 

imbalan yang diterima musta‟jir karena pengguna 

barang sewa. 

4. ujrah (imbalan atas jasa), yaitu imbalan atau upah 

yang diterima oleh mu‟jir. 

5. sighat (pernyataan penawaran dan penerimaan/al-ijab 

wa al-qabul), yaitu akad pernyataan (ijab) dan 

penerimaan (qabul) oleh mu‟jir dan musta‟jir.  

Dalam praktik jual beli tiket di Stasiun Semarang 

Poncol, jika dikorelasikan dengan rukun akad Ijarah yaitu 

yang disebut musta‟jir (penerima sewa) adalah pihak 

                                                 
90 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,  2015), 88 
91 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad 

Ijarah dan Ju‟alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 12-13. 
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konsumen yang menyewa jasa dari KAI untuk menaiki 

kereta api dengan melakukan perjalanan ke suatu tempat. 

Sedangkan yang disebut mu‟jir (pemberi sewa) adalah 

dari KAI selaku pihak yang menyewakan jasanya untuk 

menyediakan transportasi kereta api untuk disewakan 

kepada konsumen yang telah membeli tiket untuk 

menaiki transportasi tersebut. Kemudian yang disebut 

manfa‟ah (manfaat barang atau jasa seseorang) adalah 

manfaat atau fasilitas yang diterima musta‟jir atau 

konsumen ketika menaiki kereta api dengan 

diantarkannya sesuai tujuan yang tertulis dalam tiket, 

fasilitas yang diperoleh selama di kereta, serta pelayanan 

yang didapat oleh penumpang seuai dengan ketentuan 

yang berlaku di KAI. Sedangkan yang disebut ujrah 

(imbalan atas jasa) adalah konsumen atau penumpang 

yang membayar tiket dengan harga yang sesuai rute 

perjalanan yang dipesan sebelumnya. Dan yang disebut 

sighat (pernyataan ijab dan qabul) adalah terjadinya 

kesepakatan antara penumpang dan pihak KAI dimana 

penumpang melakukan pesanan tiket kereta api dan pihak 

KAI menyediakan transportasi berupa kereta api untuk 

dinaiki penumpang beserta fasilitas dan pelayanan yang 

sudah disediakan.  

Dalam praktik pembatalan jual beli tiket kereta api 

juga tidak melanggar hukum Islam karena terdapat dua 

orang yang berakad serta akadnya jelas. Sehingga dalam 

hukum Islam hal tersebut sudah sah, karena kedua belah 

pihak saling rela atau „an taradin terhadap nominal yang 
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dibulatkan dari hasil pembatalan tiket, walaupun 

sebelumnya tidak ada penyampaian langsung dari pihak 

KAI kepada konsumen mengenai adanya pembulatan, 

selagi yang dibulatkan dengan nominal yang sedikit maka 

dari pihak konsumen tidak mempermasalahkan. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Pembatalan Tiket 

Jasa Transportasi Kereta Api di Stasiun Semarang 

Poncol 

Dalam teori bab 2 telah dikemukakan mengenai hal 

yang berkaitan dengan praktik pembatalan tiket kereta api 

dimana didaalmnya terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan. Dimana dalam teori Ijarah dijelaskan 

mengenai syarat pembatalan dan berakhirnya Ijarah, 

dimana dalam pembatalan akad ijarah diperbolehkan 

dengan beberapa ketentuan yaitu :
92

 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi 

pada tangan penyewa. 

2. Rusaknya barang yang disewakan. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan ma‟jur „alaih, 

seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dengan 

berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya 

pekerjaan. 

5. Menurut Hanafiyah, dalam Ijarah boleh dilakukan 

fasakh (batal) dari salah datu pihak. Seperti contoh 

                                                 
92 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: 

Kencana, 2010), 283. 
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menyewa toko untuk berdagang, kemudian 

dagangannya dicuri makai a dibolehkan 

memfasakhkan sewaan itu. 

Dalam praktik jual beli tiket kereta api dimana 

dalam hal ini termasuk dalam dalam akad Ijarah 

Maushufah Fi Dzimmah, dimana dalam praktiknya akad 

sewa menyewa dengan manfaat atau jasa yang menjadi 

objek akadnya belum hadir saat akad dibuat, tetapi hanya 

dijelaskan sifat-sifatnya dan ketentuannya sehingga 

menjadi jelas bagi pihak penyewa. Dalam praktik jual beli 

tiket kereta api di Stasiun Semarang Poncol calon 

penumpang membeli tiket kereta yang nantinya 

penumpang akan menikmati fasilitas berupa menaiki 

gerbong kereta api. Dalam proses pemesanan tiket 

penumpang tidak langsung mendapatkan manfaat dari 

objek yang disewa, tetapi sudah jelas tentang sifat dan 

kriteria serta ketentuan yang akan didapat oleh calon 

penumpang sehingga menjadi jelas bagi pihak penyewa 

atau calon penumpang. 

Ijarah secara sederhana memiliki arti transaksi 

manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Ijarah baik 

dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 

merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam 

Islam. Hukum asal akad Ijarah adalah mubah atau boleh 

jika dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
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Islam.
93

 Sedangkan Fasakh merupakan pembatalan suatu 

akad dengan menghilangkan atau menghapus hukum 

akad secara keseluruhan seakan-akan akad tersebut tidak 

pernah terjadi, fasakh dapat terjadi atas dasar kerelaan 

dari para pihak atau bisa juga terjadi karena paksaan atas 

putusan hakim. Tetapi dalam praktik pembatalan jual beli 

tiket kereta api di Stasiun Semarang Poncol didalamnya 

terdapat pembulatan dari uang hasil pembatalan setelah 

dilakukan proses pemotongan 25% dari proses 

pembatalan. Dimana dalam proses pembatalan tersebut 

pihak KAI tidak menginformasikan dengan jelas 

mengenai adanya pembulatan dalam proses pembatalan 

tiket kereta api. 

Jika dilihat dalam praktik ijarah  atau sewa 

menyewa yang terjadi dalam jual beli tiket kereta api di 

Stasiun Semarang Poncol bahwa didalamnya sudah 

memenuhi rukun dari akad Ijarah, dimana dalam hukum 

Islam ijarah memiliki beberapa rukun dianyaranya orang 

yang berakad (pemberi sewa atau mu‟jir dan orang yang 

menyewa atau musta‟jir), manfaat, ujrah (upah/imbalan), 

dan sughat (ijab dan qabul). Akad ijarah termasuk dalam 

suatu perjanjian, yaitu perjanjian untuk menyerahkan 

sesuatu dan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Karena 

dalam ijarah mencakup dalam dua hal, yaitu pertama, 

penyerahan barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh 

                                                 
93 Chyntia Tulusiawati dan Machnunah Ani Zulfah, Fiqih 

Madrasah Tsanawiyah, (Jombang : LPPM Universitas KH. A. Wahab 

Hasbullah, 2021), 39-40 
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musta‟jir dan kedua, pembayaran ujrah (upah) kepada 

mu‟jir. Sehingga hal ini dekat dengan hukum 

pemburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian 

kerja.
94

 

Ujrah sendiri adalah „iwadh atau imbalan/upah 

terhadap manfaat yang diterima oleh musta‟jir. Dalam 

kitab al-Bada‟I al-Shana‟i (4/193-194) dijelaskan bahwa 

syarat ujrah adalah pertama, ujrah harus bernilai dan 

diketahui, kedua, urah tidak boleh dalam bentuk manfaat 

yang sama dengan manfaat yang diterima musta‟jir. 

Ulama sepakat bahwa ujrah harus berupa harta yang 

bernilai dan diketahui oleh para pihak. Dalam konsep 

akad, syarat tersebut masuk dalam syarat jual beli, 

dimana mutsman (barang yang diperjualbelikan) dan 

tsaman (harga) harus terhindar dari gharar, dimana 

keduanya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. 

Karena disini ujrah dalam akad ijarah termasuk sebagai 

harga (tsaman) dan manfaatnya sebagai mutsman maka 

manfaat dan ujrah harus terhindar dari gharar dimana 

keduanya harus diketahui oleh mu‟jir dan musta‟jir pada 

saat akad ijarah berlangsung. 
95

 

Dalam pembayaran ujrah, terdapat ketentuan yang 

harus diperhatikan oleh beberapa pihak agar terhindar 

dari perselisihan yang mungkin terjadi kedepannya. 

                                                 
94 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), 36 
95 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad 

Ijarah dan Ju‟alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 22. 
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Terdapat beberapa ketentuan ujrah atau upah sebagai 

berikut :
96

 

1. Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang. 

2. Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus 

ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai atau bertahap 

(angsur) sesuai kesepakatan 

4. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui 

sebagai milik pemberi sewa. 

Ujrah yang diketahui oleh para pihak adalah ujrah 

yang pasti. Jika manfaat merupakan mutsman  dan ujrah 

berupa uang (sebagai tsaman). Misalnya, upah harian 

pekerja bangunan adalah 70 ribu rupiah per hari yang 

dibayarkan setiap sabtu sore setelah selesai jam kerja. 

Angka ujrah berupa uang sebesar 70 ribu rupiah per hari 

merupakan angka yang diketahui secara pasti oleh para 

pihak. Akan tetapi, ujrah yang berpotensi mengandung 

gharar adalah ujrah yang bersifat kombinasi antara uang 

dan barang.
97

 

Dalam praktik jual beli tiekt kereta api di Stasiun 

Semarang Poncol, praktik ujrah yaitu dimana konsumen 

atau penumpang yang membayar tiket dengan harga yang 

sesuai rute perjalanan yang dipesan sebelumnya. Nominal 

                                                 
96 Fatwa Dewam Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

101/DSN-MUI/IX/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Ma Ushufah Fi Al-

Dzimmah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2016. 
97 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad 

Ijarah dan Ju‟alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 22. 
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tiket yang dipesan penumpang sudah diketahui ketika 

proses pemesanan tiket dan diketahui juga oleh pihak 

KAI. Namun jika terdapat praktik pembatalan dalam 

pemesanan tiket kereta api, ujrah atau imbalan yang 

diperoleh penumpang setelah proses pembatalan tiket 

sudah diketahui pada saat mengurus proses pembatalan 

tike kereta api. Tetapi jika dalam pembatalan tiket 

terdapat pembulatan setelah proses pembatalan tiket, 

seringkali dari pihak KAI tidak memberitahu atau 

menginformasikan mengenai adanya pembulatan serta 

berapa nominal yang dilakukan pembulatan. 

Kemudian rukun yang harus dijalankan dalam 

praktik jual beli tiket kereta api adalah sighat (pernyataan 

penawaran dan penerimaan/al-ijab wa al-qabul), yaitu 

akad pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) oleh 

mu‟jir dan musta‟jir. Dimana yang disebut sighat 

(pernyataan ijab dan qabul) adalah terjadinya kesepakatan 

antara penumpang dan pihak KAI dimana penumpang 

melakukan pesanan tiket kereta api dan pihak KAI 

menyediakan transportasi berupa kereta api untuk dinaiki 

penumpang beserta fasilitas dan pelayanan yang sudah 

disediakan. Dalam praktik pembatalan tiket kereta api di 

Stasiun Semarang Poncol, ketika calon penumpang 

melakukan proses pembatalan tiket kereta api sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KAI 

dimana jika calon penumpang melakukan pembatalan 

langsung di stasiun dengan melakukan pembatalan oleh 
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petugas KAI serta dijelaskan mengenai prosedur dan 

ketentuan yang telah dijelaskan dalam ketentuan. 

Kemudian petugas memebritahu mengenai dana hasil dari 

pembatalan tiket kereta api setelah dikurangi 25% yang 

nantinya disetujui oleh penumpang. Tetapi jika terdapat 

pembulatan dalam pembatalan tiket petugas tidak 

memberi tahu kepada calon penumpang, sehingga dalam 

hal ini ijab qabul yang dilakukan antara petugas KAI 

dengan calon penumpang belum lengkap sesuai ketentuan 

Hukum Islam. 

Pada kasus pembulatan dalam proses pembatalan 

tiket kereta api, biasanya terjadi jika setelah dilakukan 

pemotongan dana hasil pembatalan sebanyak 25% hasil 

akhirnya tidak bulat maka dari pihak KAI membulatkan 

jumlahnya. Seperti contoh jika hasil pemotongan dana 

pembatalan ternyata sejumlah Rp.17.250 maka dari pihak 

KAI membulatkan menjadi Rp.18.000. hal tersebut 

dikemukakan oleh salah satu pegawai kai mengatakan 

bahwa alasan KAI melakukan pembulatan dalam hasil 

pembatalan semata-mata bukan untuk keuntungan KAI 

sendiri, tetapi hanya untuk mempermudah dalam proses 

transaksi pengembalian dana pembatalan kepada calon 

penumpang.
98

 Jika dalam proses pembatalan tiket kereta 

api terdapat pembulatan dari pihak KAI tidak 

menyampaikan langsung kepada konsumen bahwa dalam 

                                                 
98 Febrita, Assistant Manager Pemasaran Penjualan PT KAI Daop 

IV Semarang, Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022. 
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pembatalan tiket terdapat pembulatan didalamnya jika 

hasil pembatalan setelah dikurangi 25% hasilnya tidak 

bulat. 

Bagi beberapa calon penumpang jika telah 

mengetahui adanya pembulatan dalam proses pembatalan 

tiket kereta api dan mereka tidak mempermasalahkan 

serta merelakan terhadap nominal yang telah dibulatkan, 

maka transaksi tersebut hukumnya sah, hal ini sesuai 

dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat 

dalam KUHPerdata pasal 1320 dimana disebutkan bahwa 

“Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan 

dirinya”. Tetapi jika ada salah satu calon penumpang 

yang merasa tidak rela mengenai adanya pembulatan 

dalam proses pembatalan tiket kereta api, maka 

pembulatan yang dilakukan pihak KAI dapat digolongkan 

sebagai paksaan, sebab konsumen dinyatakan tidak ikhlas 

atas adanya pembulatan tersebut. Oleh sebab itu jika 

konsumen meminta haknya atas nominal yang dibulatkan 

maka dari pihak KAI harus memberi nominal pembatalan 

sesuai dengan jumlah setelah dikurangi 25% tersebut. 

Berikut adalah beberapa alasan para konsumen atau calon 

penumpang melakukan pembatalan tiket kereta api : 
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Tabel 4.2 Alasan Konsumen Melakukan Pembatalan 

Tiket Kereta Api 

N

o. 

Nama Alamat Status Nominal 

Pembulat

an 

Alasan 

Pembatalan 

 

1.  

 

Syafa 

 

Suraba

ya 

 

Mahasis

wi 

 

Rp. 250 

Salah pesan 

tanggal 

keberangka

tan 

 

2. 

 

Wild

an 

 

Tegal 

 

Pegawai 

Bank 

 

Rp. 250 

Salah pesan 

tanggal 

keberangka

tan 

 

3. 

 

Susan

ti 

 

Sidoarj

o 

 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

 

Tidak 

terjadi 

pembulat

an 

Saat 

tanggal 

keberangka

tan 

mendadak 

ada acara 

 

Terkait mengenai praktik pembatalan tiket kereta 

api yang didalamnya terdapat pembulatan dalam dana 

hasil pembatalan setelah dikurangi 25%, hal tersebut 

sudah terdapat peraturan pemerintah yang mengatur 

mengenai pembulatan itu sendiri yaitu mengacu pada 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman 
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Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan pada 

Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal Harga Barang 

dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah 

yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan 

Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan 

nominal Rupiah yang beredar”.
99

 

Selain itu dari pihak KAI juga terdapat peraturan 

terkait praktik pembatalan tiket kereta api yang 

didalamnya terdapat pembulatan dalam dana hasil 

pembatalan setelah dikurangi 25%, hal tersebut sudah 

terdapat peraturan dari keputusan direksi KAI yang 

mengatur mengenai pembulatan itu sendiri yaitu mengacu 

pada Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 

Tentang Syarat-Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api 

Penumpang pada Pasal 45 ayat (4) huruf (b) yang 

berbunyi “Pembatalan Tiket atas permintaan penumpang 

dikenakan bea pembatalan sebesar 25% dari harga Tiket 

diluar bea pesan dengan pembulatan ke atas pada 

kelipatan Rp.1.000”.
100

 Terkait peraturan yang ditetapkan 

oleh KAI, salah satu pegawai PT KAI Daop IV Semarang 

mengonfirmasi bahwa : 

                                                 
99 Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 35 /M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga 

Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, yang ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Juli 2013. 
100 Pasal 45 ayat (4) huruf (b) Keputusan Direksi PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Nomor :  KEP.U/Ll.003/XI/1/KA-2015 Tentang 

Syarat Dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang (STP) Bagian 1 Edisi 

Tahun 2013. 
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“Sebetulnya misal nominal 250 itu saat ini masih 

beredar, cuma dari KAI hanya menjalankan peraturan 

tertulis pada Keputusan Direksi PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KA-

2015 Tentang Syarat-Syarat Tarif Angkutan Kereta 

Api Penumpang yang berbunyi “Pembatalan Tiket atas 

permintaan penumpang dikenakan bea pembatalan 

sebesar 25% dari harga Tiket diluar bea pesan dengan 

pembulatan ke atas pada kelipatan Rp.1.000”. Jadi 

mengenai dasar peraturan pembulatan dari KAI tidak 

dipayungi oleh peraturan PERMENDAGRI melainkan 

transaksional di KAI diatur dan perizinannya lebih 

spesifik oleh kementrian BUMN. Walaupun dalam 

praktiknya BUMN lebih spesifik dari 

PERMENDAGRI, jika PERMENDAGRI itu 

perdagangan secara umum dan tidak dijual oleh 

BUMN. Jadi payung dasar peraturan di KAI ada pada 

kementrian BUMN dan PERHUB KEMENHUB, dan 

tidak dilandasi oleh PERMENDAGRI. Karena pada 

konteksnya KAI segala transaksi lebih ke kementrian 

BUMN karena profitnya untuk negara, kalau 

permendagri konteksnya lebih ke umum. Jadi semua 

uang yang beredar di KAI menegnai segala transaksi 

dikelola oleh kementrian BUMN”.
101

 

 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang 

Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang 

Diperdagangkan pada Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa 

pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga 

                                                 
101 Febrita, Assistant Manager Pemasaran Penjualan PT KAI 

Daop IV Semarang, Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 

2022. 
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terhadap pecahan nominal yang tidak beredar. Jika 

dianalisis lebih dalam, pada praktiknya terkait 

pembulatan yang dilakukan KAI dalam proses 

pembatalan tiket kereta api terdapat nominal pecahan 

Rp.100,-, Rp.250,-, Rp.300,-, Rp.500,-. Dimana pada saat 

ini nominal tersebut masih beredar di Indonesia serta 

masih mudah dijumpai. Terkait dengan adanya peraturan 

dari KAI sendiri mengenai pembulatan keatas pada 

kelipatan RP.1.000,-, tetapi seharusnya dari pihak KAI 

tetap mengikuti peraturan dari Peraturan Menteri 

Perdagangan dimana mengatur mengenai jalannya 

transaksi di Indonesia. 

Kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 

tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang 

Diperdagangkan pada Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ 

Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi 

pembayaran”. Dalam hal ini dari pihak KAI jika pada 

praktik pembatalan tiket kereta api terdapat pembulatan 

dari hasil pembatalan setelah dikurangi 25% tidak 

menginformasikan kepada konsumen bahwa ada 

pembulatan pada uang hasil pembatalan tiket serta dari 

pihak KAI tidak meminta persetujuan dari konsumen 

mengenai pembulatan tersebut. Walaupun sedari awal 

konsumen menandatangani tentang syarat dan ketentuan 

mengenai pembatalan, sebaiknya jika terdapat 
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pembulatan seberapa kecilpun nilai nominal atas hasil 

pembatalan tiket kereta api maka hal tersebut tetap 

menjadi hak konsumen yang wajib dikembalikan. Jika 

memang terpaksa dilakukan pembulatan, dari pihak KAI 

harus meminta izin kepada konsumen mengenai hal 

tersebut pada saat proses transaksi pembatalan. Hal 

tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan 

kedepannya dan menjadi saling merelakan antara 

konsumen dan pihak KAI. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai wawancara dengan beberapa konsumen terkait 

adanya pembulatan dalam dana hasil pembatalan setelah 

dikurangi 25%, mayoritas calon penumpang merelakan 

pembulatan dari hasil proses pembatalan tiket kereta api. 

Hal tersebut dikarenakan nominal yang dibulatkan 

pecahan yang sedikit dan masih dalam batas wajar 

mengenai nominal yang dibulatkan. Tetapi jika nominal 

pembulatan yang dilakukan lebih banyak seperti lebih 

dari Rp.1.000,- maka sebaiknya tidak dilakukan 

pembulatan, serta jika ternyata terdapat pembulatan 

hendaknya menginformasikan terlebih dahulu kepada 

konsumen agar sama-sama saling merelakan. 

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa 

praktik pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun 

Semarang Poncol dimana jika didalamnya terdapat 

pembulatan dalam dana hasil pembatalan setelah 

dikurangi 25% diperbolehkan dalam Hukum Islam. 
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Dimana pada dasarnya setiap orang yang berakad 

diperbolehkan untuk melakukan praktik akad ijarah 

selagi sudah memenuhi syarat-syarat yang mereka 

sepakati sebelumnya, kecuali syarat yang memang 

ketetapannya sudah ditentukan oleh hukum yang mutlak 

baik dalam al-Quran dan as-Sunnah maka kita harus 

mengikuti ketetapan tersebut sesuai dengan ketetapan 

yang sudah ada. Sebelum selesainya proses transaksi 

pembatalan tiket kereta api, dari pihak KAI sudah 

memberitahukan kepada konsumen mengenai jumlah 

dana dari hasil pembatalan setelah dikurangi 25%. Jika 

nantinya hasilnya tidak bulat dan terjadi pembulatan dari 

hasilnya, sebaiknya dari pihak KAI memberitahu kembali 

kepada konsumen mengenai adanya pembulatan dari hasil 

pembatalan tersebut walaupun yang dibulatkan bukanlan 

nominal yang banyak. Sehingga dari pihak konsumen 

bisa merelakan uang yang dibulatkan dengan kerelaan 

hati, serta mengandung unsur kejelasan didalamnya. 

  



 

120 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis 

oleh penulis dalam bab-bab mengenai “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Aduan Konsumen Tentang 

Praktik Pembatalan Tiket Jasa Transportasi Kereta Api 

(Studi Kasus Stasiun Semarang Poncol)”, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis 

tentang praktik pembatalan tiket kereta api diawali 

dengan transaksi pemesanan tiket kereta api di Stasiun 

Semarang Poncol yang terdapat dua cara pemesanan 

yaitu dengan cara online melalui aplikasi KAI Access 

dan offline dengan datang langsung ke loket 

pembelian tiekt di stasiun. Dari data yang telah 

diperoleh, bahwa pada praktik jual beli tiket kereta api 

termasuk kedalam akad ijarah yaitu didalamnya 

terdapat suatu kegiatan menukarkan sesuatu dengan 

penggantian atau imbalan. Mengenai hal yang 

berkaitan dengan praktik pembatalan tiket kereta api, 

didalmnya terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. 

Dimana dalam teori Ijarah dijelaskan mengenai syarat 

pembatalan dan berakhirnya Ijarah yaitu dalam 

pembatalan akad ijarah diperbolehkan dengan 

beberapa ketentuan. Pada praktik pembatalan tiket 

kereta api didalamnya terdapat pembulatan atas dana 
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hasil pembatalan setelah dikurangi 25%. Pembulatan 

yang terjadi pada praktik pembatalan tiket yang 

dilakukan oleh pihak KAI, hal tersebut dilakukan 

semata-mata hanya untuk memudahkan transaksi. 

Praktik pembulatan atas dana hasil pembatalan tiket 

kereta api pada dasarnya boleh dilakukan, apabila 

antara pihak KAI dengan konsumen tidak melanggar 

syarat dan rukun akad ijarah dimana harus 

memperhatikan mengenai ujrah dan sighat serta syarat 

ijarah yang lain dalam melakukan transaksi di Stasiun 

Semarang Poncol. Pada praktik pembulatan atas dana 

hasil pembatalan tiket kereta api boleh dilakukan 

apabila antara kedua belah pihak sudah saling rela atau 

„an taradin atas nominal yang dibulatkan serta tidak 

ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak 

yang berakad. 

2. Pada praktik pembulatan atas dana hasil pembatalan 

tiket kereta api menurut Keputusan Direksi PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) Nomor : 

KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 Tentang Syarat-Syarat 

dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang pada 

Pasal 45 ayat (4) huruf (b) dimana dalam peraturan 

tersebut pembatalan tiket akan dikenakan potongan 

25% dengan pembulatan keatas pada kelipatan 

Rp.1.000. Sedangkan dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-

DAG/PER/7/2013 Pasal 6 ayat (3) dimana dalam 

peraturan tersebut dijelaskan bahwa jika nominal uang 
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pecahan yang masih beredar maka pihak usaha wajib 

mengembalikannya. Dan menurut ketentuan ujrah 

dalam akad ijarah dijelaskan bahwa Jumlah ujrah dan 

mekanisme perubahannya harus ditentukan 

berdasarkan kesepakatan. 

B. Saran 

1. Untuk pihak KAI diupayakan senantiasa memberikan 

informasi kepada konsumen tentang adanya peraturan 

mengenai Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 

Tentang Syarat-Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api 

Penumpang supaya pegawai KAI tidak langsung 

membulatkan nominal atas dana hasil pembatalan tiket 

dan agar konsumen mengetahui jika dalam paktik 

pembatalan tiket ternyata terdapat pembulatan. 

2. Untuk pelaku usaha khususnya PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) sebaiknya ketika melakukan 

pembulatan dalam pembatalan tiket kereta api 

menginfokan terlebih dahulu kepada konsumen agar 

prinsip saling rela atau „an taradin dapat terpenuhi. 

3. Untuk konsumen atau calon penumpang kereta api 

agar menjadi pembeli yang cerdas serta aktif dalam 

memperhatikan dan menjalankan semua peraturan 

serta syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh 

pelaku usaha agar terhindar dari perselisihan 

dikemudian hari.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 
A. Wawancara dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP IV Semarang.  

1. Apakah dalam waktu dekat ini banyak konsumen 

yang mengurus pembatalan tiket ? 

2. Alasan apa yang sering konsumen katakan sebagai 

penyebab membatalkan tiket ? 

3. Bagaimana proses atau langkah-langkah pembatalan 

tiket baik langsung di stasiun atau melalui aplikasi ? 

4. Bagaimana pndapat anda mengenai banyaknya kasus 

pembatalan tiket ? 

5. Saya pernah bertanya kepada salah satu CS di loket 

layanan mengenai Batal petugas dan Batal pembeli, 

bagaimana penjelasan secara rinci mengenai hal 

tersebut ? 

6. Apakah yang menjadi perbedaan antara Batal petugas 

dan Batal pembeli ? 

7. Dalam proses pembatalan tiket nantinya konsumen 

akan mendapat potongan sebesar 25% dari harga 

tiket, 25% tersebut apakah hanya untuk biaya 

pembatalan atau ada tambahan biaya lain ? 

8. Kenapa jangka waktu pengembalian dana sampai 30 

hari, apakah tidak terlalu lama ? 
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9. Setelah saya observasi langsung dalam pengembalian 

dana pembatalan tiket ternyata didalamnya terdapat 

pembulatan, jadi dana hasil pembatalan yang didapat 

konsumen tidak penuh 25%. Apakah hal tersebut 

termasuk tambahan biaya pembatalan tiket atau 

memang sengaja dibulatkan ? 

10. Apa alasan KAI melakukan pembulatan pada dana 

hasil pembatalan tiket ? 

11. Seberapa sering pihak KAI melakukan pembulatan 

pada dana hasil pembatalan tiket ? 

12. Apakah sampai saat ini ada konsumen yang 

komplain terhadap pembulatan pada dana hasil 

pembatalan tiket ? 

13. Bagaimana pendapat anda jika ada konsumen yang 

tetap meminta uang dari pembulatan tersebut  ? 

14. Bagaimana pendapat anda terkait terjadinya 

pembulatan pada dana hasil pembatalan tiket ? 

15. Apakah anda mengetaui adanya peraturan yang 

mengatur tentang pembulatan pembayaran ? 

B. Wawancara dengan konsumen atau calon penumpang kereta 

api yang melakukan pembatalan tiket kereta api. 

1. Apa alasan anda melakukan pembatalan tiket ? 

2. Pada saat melakukan pembatalan tiket melalui aplikasi 

atau datang langsung ke stasiun ? 
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3. Apakah anda paham bagaimana proses pembatalan tiket 

kereta api ? 

4. Apakah anda pernah mengalami pembulatan pada dana 

hasil proses pembatalan tiket ? 

5. Berapa nominal yang pernah dibulatkan oleh pihak KAI 

dalam proses pembatalan tiket ? 

6. Jika anda pernah mengalami pembulatan dalam 

pembatalan tiket, apakah anda merelakan hal tersebut ? 

7. Jika anda tidak merelakan adanya pembulatan, apakah 

anda pernah mengajukan komplain kepada pihak KAI 

tentang hal tersebut ? 

8. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya pembulatan 

yang dilakukan oleh pihak KAI dalam proses pembatalan 

tiket ? 

9. Apakah anda mengetahui tentang adanya prinsip saling 

rela atau „an taradin dalam jual beli ? 

10. Apakah anda mengetahui jika ada peraturan undang-

undang tentang pembulatan pembayaran ?
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Lampiran Foto 

1. Foto dengan Pihak KAI Selaku Assistant Manager Pemasaran 

Penjualan PT KAI Daop IV Semarang 

 

2. Foto dengan Konsumen atau Calon Penumpang Yang 

Melakukan Proses Pembatalan Tiket Kereta Api 
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3. Surat Izin Wawancara 
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